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1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
‘ BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor =~

13 Tahun 2006 pasal 239 yang menyatakan bahwa kepala

daecrah menetapkan peraturan kepala daerah tentang
kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman

. pada standar akuntansi pemenntahan o

'bahwa dalam rangka persiapan penerapan akuntan31 |

berbasis akrual secara bertahap sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 7, perlu
pengaturan lebih rinci tentang. akuntansi piutang, dana
bergulir, perlakuan aset yang baru dltemukan dan batasan

O e R PP N,

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaxmana dimaksud

‘dalam huruf a dan b maka perlu membentuk Peraturan

Bupati tentang Kebljakan Akuntan81 Pemerlntah Kabupaten
Karanganyar, ’

Undang—Undang Nomor 13" ’fahuh : 1'950 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam" Llngkungan
Propinsi Jawa Tengah; _ ,

. Undang-Undang - Nomof af'28'j i»Tahun 1999 tentang.» :

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun' 2003‘ tentang Keuahgan ‘
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a

. Nomor 4286),
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4. Undang?Undang -~ Nomor ' 1 ‘,'I"ahun 2004 '.tentang‘
Perbendaharaan ~ Negara -~ (Lembaran  Negara - Republik’

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia. Nomor 4355) '

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

“(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor o
59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor’ g

4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesm Nomor 4438)

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang i
Pengelolaan - Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor ——

4502); -

8 Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang . ; 
Pengelolaan ~Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik -

~ Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonema Nomor 4578) SR

9 Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang" o
- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah -

; _(Lembaran: Negara. . Republik Indonesia Tahun 2006 -

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor, :

- 4614);.

~10. Peraturan Pemermtah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang

~ Standar Akuntan81 Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia“ Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran '

Negara Repubhk Indone31a Nomor 5165);

'11. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 12006 L
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri . Nomor ‘21 Tahun 2011 i

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan o

Keuangan Daerah



MEMUTUSKAN _:-

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten
Karanganyar; _

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar,

3. Satuan Ker_]a Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah S

4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yang
dalam hal ini dilaksanakan oleh D1nas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; ;

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah ‘Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai
tugas . melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
.sebagai Bendahara Umum Daerah; : , o

6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan
. penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; ‘

7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang m111k daerah

8. Entltas Pelaporan adalah unit pemenntahan yang terdm
atas satu. atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan ~perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan,

9., Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian-atas hasﬂnya serta penya_]lan
laporan;

10. Entitas Akunténéi adalah unit perherintahan pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelengarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;



. Diundangkan di Karanganyar’

14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

- yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karanganyar.

15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
' BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

‘Kebgakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut .

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

o Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya '

 dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 13 Nopermber 2013

O? Dr. HJ RINA IRIANI SRf RATNANINGSIH, M. Hum

pada tanggal 12 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SAMSI : ‘
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013

NOMOR 32

TELAH DIKOORDINASIKAN
; "PEJABAT ' lj’ARAF )
-1. Sekretaris Daerah /’ N
2. Asisten Administrasi ’ b(
‘3. Kepala DPPKAD : l




- LAMPIRAN - |
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG =~ -
- KEBIJAKAN AKUNTANST PEMERINTAH
~ KABUPATEN KARANGANYAR - |

| KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

I KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR .
A TuJuan S

1. Kerangka konseptual kebgakan akuntan51 Pemerlntah Daerah 1n1‘
- mengacu pada kerangka konseptual standar akuntans1 pemerlntahan '

untuk merumuskan konsep yang mendasar1 penyusunan dan :

“ \lvpenyajlan laporan keuangan Pemermtah Daerah Dlawah dengan‘f o

5 penetapan tuJuan pelaporan keuangan dan d11kut1 dengan penjelasan _

karakter1st1k kuahtatlf 1nforma31 akuntan51 yang membuat informasi

1tu bermanfaat Berlkutnya d1Jelaskan pedoman opera31 yang ‘lebih
' rinci ya1tu asum51 asum31 dan pr1ns1p pr1n31p Kerangka konseptual
o Juga mengakul adanya kendala dalam hngkungan pelaporan
_» keuangan S L :
a 2. »‘Tujuan kerangka konseptual Kebljakan Akuntans1 Pemermtah Daerah‘
: 'adalah sebagal acuan bagl ‘ _ ,
a."' Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangl masalah
G akuntansi yang belum diatur dalam kebljakan akuntans1 |
b. Pemerlksa dalam memberlkan pendapat mengena1 apakah laporan‘
keuangan d1susun sesuai dengan kebijakan akuntan51 dan
[ c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan. 1nfdrma31

‘yang. dlsajlkan pada laporan keuangan yang dlsusun sesuai dengan
| kebljakan akuntansi. '
B Peranan Laporan Keuangan : Y

1 Laporan keuangan Pemerintah Daerah dlsusun untuk menyed1akan
"1nformas1 yang relevan mengenal p03151 keuangan dan seluruh

. transaksi yang dllakukan selama satu perlode pelaporan
2 “Laporan keuangan Pemermtah Daerah terutama dlgunakan untuk
: : membandmgkan realisasi pendapatan belanja, - transfer - dan
pemblayaan den\gar/ik anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan “efisiensi suatu entitas




pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap,

peraturan perundang -undangan

Pemermtah Daerah mempunya1 kewaj1ban untuk melaporkan upaya-

o upaya yang telah dllakukan serta hasﬂ yang dlcapal dalam

: pelaksanaan keglatan secara. 31stematls dan terstruktur pada suatu

| perlode pelaporan untuk kepentmgan ' ‘ ‘

‘a. Akuntabilitas - ;. | e i
‘Mempertanggung]awabkan pengelolaan surnber ~daya serta
,"pelaksanaan kebuakan yang dlpercayakan kepada Pemermtah

'Daerah dalam mencapal tujuan. yang telah dltetapkan secara o
‘perlodlk : ' ‘ ' ‘

b. ManaJemen : ; v
| Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasL ,

i pelaksanaan kegiatan Pemerlntah Daerah dalam periode pelaporan '

sehlngga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan -

j,pengendahan atas seluruh aset dan ekultas dana Pemermtahv =

fDaerah untuk kepentlngan masyarakat
- C. -,Transparans1

Membenkan 1nformas1 keuangan yang terbuka dan Jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertlmbangan bahwa masyarakat;

- memiliki hak untuk mengetahul secara terbuka dan menyeluruh
_atas pertanggung]awaban Pemerlntah Daerah dalam pengelolaan‘ |

'sumber daya yang dlpercayakan kepadanya dan ketaatannya pada '

' peraturan perundang—undangan

- d. Kese1mbangan Antargeneras1 (Intergeneratzonal equzty)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahul apakah ,’ '

pener1maan Pemerlntah ‘Daerah pada perlode laporan cukup: ;
- untuk memblayal seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan i
g _apakah generasi yang akan datang dlasum31kan akan 1kut,‘

‘ menanggung beban pengeluaran tersebut

e Evaluasi K1nerja

Mengevaluas1 k1nerJa entitas ' pelapbran  terutama dalam -

2 ’, penggunaan sumber daya ekonomi | yang dlkelola Pemerlntah '

e Daerah untuk mencapa1 klner_]a yang d1rencanakan



C. TuJuan Pelaporan Keuangan ,

1. Pelaporan keuangan Pemermtah Daerah menyapkan informasi yang

o membuat keputusan baik keputusan ekonom1 s051al maupun pohtlk

, bermanfaat bag1 pengguna laporan dalam menilai akuntablhtas dan

dengan

a. menyed1akan informasi mengenal kecukupan pener1maan perlode

, berjalan untuk memb1aya1 seluruh pengeluaran

b. menyedlakan informasi mengenal kesesualan cara memperoleh'

sumber daya ekonomi dan alokasmya dengan anggaran yangk

~d1tetapkan dan peraturan perundang -undangan.

c. menyediakan informasi mengenal jumlah sumber. daya ekonomi -

yang d1gunakan dalam keglatan Pemerlntah Daerah serta has11-_

hasﬂ yang telah dicapai.

d. menyedlakan informasi mengenal bagalmana Pemermtah Daerah

"kasnya menyedlakan 1nforma31 mengenal p031s1 keuangan dan
' »penerlmaannya baik Jangka pendek maupun Jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan panaman

€. menyed1akan 1nformas1 mengena1 perubahan posisi keuangan

g sebagai akibat keglatan yang dilakukan selama perlode pelaporan

- pemerintah daerah menyedlakan 1nformas1 mengena1 pendapatan |

mendanai seluruh keglatannya dan mencukup1 kebutuhankbv

Pemerintah Daerah, apakah mengalaml kenaikan atau penurunan :

‘ kondisi Pemermtah Daerah berkaltan dengan sumber—sumber -

Untuk memenuhl tu_]uan tuJuan tersebut laporan keuangan: F

- belanja, ‘tra‘nsfe'r,k dana cadangan, pemblayaan, aset, kewa_uban, S

ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pélbaporan.' .

D Pengguna Laporan Keuangan

- Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan"

. Pemermtah Daerah tldak terbatas pada

1.

2.  para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemenksa

3.¢‘p1hak yang ‘memberi atau berperan dalam proses dona51 1nvesta81

dan plnjaman, dan '

masyarakat

. pemerlntah yang leb1h tlnggl (Pemermtah Prov1ns1 dan Pemerlntah
fPusat)



E Karakteristik Kuahtatlf Laporan Keuangan :
1 Karakterlstlk kuahtatlf laporan keuangan adalah ukuran-ukuran -
, normatlf yang perlu d1wu_1udkan dalam 1nformas1 akuntans1 sehingga
dapat memenuhl tuJuannnya _ ‘
2. Keempat karakterlstlk dibawah 1n1 merupakan prasyarat normatlf
| yang d1per1ukan agar laporan keuangan Pemermtah Daerah dapat
memenuh1 kuahtas yang dlkehendakl sebaga1 ber1kut
- a. Relevan v '
b. Andal ; ; o
c. dapat d1band1ngkan
d. dapat dlpaharm v ‘ N
dapat dljelaskan sebaga1 berlkut: |
- a. Relevan , : kk o IR ,
Laporan keuangan Pemerlntah Daerah dapat dlkatakan relevan
apablla 1nforma31 yang termuat dldalamnya dapat mempengaruhl
keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya
dalam mengevalua51 per1st1wa masa lalu, masa kini, atau masa
depan | dan : menegaskan ~atau mengoreks1 has1‘l_ evaluas;
penggunaan laporan di masa lalu. | N
Dengan demlklan 1nforma51 laporan keuangan yang relevan adalah
yang dapat dlhubungkan dengan maksud penggunanya Informas1
yang relevan harus o , o B
1) memlhkl manfaat umpan bahk (feedback value), artmya bahwa
laporan keuangan Pemerlntah Daerah harus memuat 1nformas1
yang memungkmkan pengguna laporan untuk menegaskan atau
) 'mengoreks1 ekspektasmya di masa lalu ' L .
2) ’ mem111k1 manfaat pred1kt1f (predlctwe value), artlnya bahwa |
| laporan keuangan harus ‘. mernuat 1nforma51 yang . dapat
membantu penggunaan laporan untuk mempred1ks1 masa yang
' akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masaﬂ~
k1n1 : '
3) kTepat waktu artlnya bahwa laporan keuangan Pemerlntah
: Daerah harus d1saJ1kan tepat waktu sehingga dapat :
- | berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan :
‘i'pengguna laporan keuangan dan R |
4), Lengkap,‘ artlnya bahwa -~ penyaJ1an laporan keuangan

: Pemermtah Daerah harus memuat 1nforma51 yang selengkap




E. Karakteristik Kualitatif Laporan Ke.uan‘gah

- 1. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diWujudkan dalam infqrmasiakuntansi sehingga

~ dapat memenuhi tujuannnya.

2. Keempat karakteristik dibawah ini merupakan prasyarat normatif

yang dlpcrlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat

memenuhi kuahtas yang d1kehendak1 sebagau berikut:

a.
b.
c.

- d.

Relevan

Andal ;
dapat dibandingkan
dapat dipahami -

dapat dijelaskan scbagaii bérikut:

sa.

Relevan -

Laporan keuangan Pemerintah ‘Daerah dapat dikatakan relevan
apablla informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhl
keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya

dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa

~depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi

penggunaan laporan di masa lalu.

Dengan dem1k1an, informasi laporan keuangan yang relevan adalah

yang dapat dlhubungkan dengan maksud penggunanya. Informasi-

yang relevan harus:

1) memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa

laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi

yang memungkinkan 'pengguna laporan untuk menegaskan atau.

7 mengorek81 ekspektasmya di masa lalu;
2) memiliki rnanfaat prediktif (predlctwe value), artlnya bahwa

laporan  keuangan harus memuat informasi yang dapat

membantu penggunaan laporan untuk rh'emprediksi»bmasa yang -

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa

kini; B

3) Tepat ‘waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah
Daerah harus disajikan 'tepat ~waktu sehinggak dapat
berpengaruh  dan berguna untuk pembuatan képutusan
' pengguna laporan keuangan; dan ‘

4) Lengkap, kartinya bahwa penyajian laporan keuangari

Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap

4



mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntarisi yang

‘ dapét mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. ’
Informasi yéng melatarbelakangi ‘setiap butif informasi utama .
yang termuat. dalam laporan keuangan “harus diungkapkan:
dehgan jelas agar, kekeliruan dalam penggunaan informasi
tersebut dapat dicegah. j

b. Andal | o

Informasi dalam laporan keuangan pemérihtah daerah harus

bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,

n‘ienyajikan Setiap kenyétaan secara jujur., serta dapat diverifikasi.

Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajiannya tidak dapat ‘diandalkan maka pengguna informasi

~ tersebut secara poterisial dapat rhenyesatkan. Informasi yang
| andal harus memenuhi karakteristik:

1) Penyajiannya | jujur, artinya bahwa laporan keuangan
Pemerintah Daerah  harus - memuat informési yang
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang seharus'nyé disajikah atau yang secara wajar' dapat
diharapkan untuk disajikan; / : | |

'2) Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan
keuangan Pemerintah Daerah harﬁs memuat informasi yang
dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali
oleh pihak yang berbéda hasilnya harus tetap menunjukkan
simpulari yang tidak jauh berbeda; | |

3). Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah
harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak
tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi
yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut
akan merugikan pihak lain. | N

c. Dapat Dibandingkan 7

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah

Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan k’euanganv

| Pemerintah Daerah lain pada umufnnya. | |

Perbandingan dapat. dilakukan secara internal dan e‘kéternal.

Perbandingan sécara internal dapat dilakukan apabila Pemerintah




d.

Daerah menerapkanvk'ebijakan akuntansi yang sama dari tahun

ke tahun.

Perbandingan secara - eksternal dapat dilakukan apabila
Pemerintah Daerah lain yang. diperbandingkan menerapkan

- kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan

akuntansi yang berbeda darlpada kebuakan akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus

‘_ d1ungkapkan pada periode terJadmya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami , | _ | o
Informasi- yang disajikan dalam laporan keuangan Aharus dapat

dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam

bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para

pengguna laporan.
Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan meiniliki pengetahuan
yan'g» memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah
Daerah; serta ‘adav.nya kemauan pengguna laporan untuk

mei'npelajari informasi yang dimaksud.

F. Unsur/Elemen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebaga1 entitas

akuntansi yang menghasilkan:

- a.
b

C.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD;V
Neraca SKPD, dan;

Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

. Lapdran Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas

akuntansi yang menghasilkan: .

a.
b.
c.
d

Laporan RealiSasiAnggaran PPKD;
Neraca PPKD' ,

Laporan Arus Kas PPKD dan;

Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD

. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan

Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:

Ca.
b

C.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah;

Neraca Pemerintah Daerah;

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;



~d. Catatan Atas La;loran Keuangan Pemerintah Daerah.

G Asums1 Dasar

1 Asums1 dasar dalam pelaporan keuangan Pemerlntah Daerah adalah
,' v’ anggapan yang dlterlma sebaga1 suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar kebuakan akuntansi dapat d1terapkan yang terd1r1
atas: ' '
a. ‘asumsi kemand1r1an entitas;
- b. asumsi kesmambungan entltas dan S
e asums1 keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
Dapat diuraikan sebaga1 berikut :
‘a. AsumsLKemandman'Entltas : ,
1) Asumsi 'kémahdifian ; entitas yang berarti bahwa 1’1nit"
o ‘Pemermtah Daerah sebaga1 entltas pelaporan dan entitas
,akuntans1 d1anggap sebagal unit yang mandm dan mempunyal‘ ,
o kewajlban untuk menyajlkan laporan keuangan sehlngga tidak
‘ter_]adl kekacauan antar unit pemermtahan dalam pelaporan
keuangan ' : _ :
Salah satu indikasi terpenuhihya asumsi ini adalah ~k adanya
kewenangan entitas “untuk menyusun anggaran " dan
melaksanakannya , dengan tanggung;awab penuh Entitas
bertanggung]awab ‘atas pengelolaan aset dan sumber daya
diluar neraca untuk kepentlngan yur1sd1ks1 tugas pokoknya,»
termasuk atas kehllangan atau kerusakan aset dan sumber ’
daya dlmaksud utang p1utang yang terJadl aklbat pembuatan
‘keputusan entltas serta terlaksana t1daknya program dan‘
keglatan yang telah dltetapkan ' ’
2 Entitas di. Pemermtah Daerah terdiri atas Entltas Pelaporan dan
Entitas Akuntans1 7
Ent1tas pelaporan adalah Pemerlntah Kabupaten Karanganyar
. : .Karakterlsuk entltas pelaporan terdiri atas satu atau Iebih
 entitas akuntans1 ‘yang menurut ketentuan peraturang
: peruhdang-undangan | wajib - menyampaikari 'lapOran B
- ‘pertanggung]awaban berupa laporan keuangan . o
’ *['Ent1tas akuntan51 seluruh SKPD dan ‘PPKD di llngkungan’,

Pemerintah Kabupa_ten Karanganyar.Entitas Akuntan31 wajib..



menyelenggarakanA akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan

b. Asums1 Kesinambungan Entitas

C.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dlsusun dengan asumsi
bahwa Pemerintah Daerah akan ‘berlanjut keberadaannya dan
tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)
Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setlap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dalam satuan uang. Hal
ini perlu dilakukan agaf memungkinkan dilakukanhya analisis

dan pengukuran dalam akuntansi.

H PrinsipAkuhtansi Dan Pelaporan Keuangan ‘
1.

= T L D = T L

Prinsip akuntan31 dan -pelaporan: keuangan dimaksudkan sebagai

ketentuan yang harus d1paham1 dan dltaatl oleh penyelenggara
akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam

| melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam

memahami laporan keuangan yang dlsa_]lkan

‘Delapan prinsip yang d1gunakan ‘dalam akuntansi dan pelaporan

keuangan Pemerintah Daerah:

basis akuﬁtansi;
prinsip nilai perolehan;
prinsip realisasi; |
prinsip substansi mengurigguli formalitas;
pfinsip periodisitas;

‘prinsip konsistensi;
prinsip pengungkapan lengkap; dan

prinsip penyajian wajar .

Prinsip - prinsip tersebiit dijelaskan sebagai berikut :

‘a. Basis Akuntansi ; v
1) Basis akuntansi yang dlgunakan dalam laporan keuangan
- Pemerintah Daerah adalah basis kas untuk pengakuan - |
pendapatan, belanja,- dan pembiayaan dalam Laporan
~ Realisasi Ahggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewa_]lban, dan ekuitas dalam Neraca. |
2) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa‘

pendapatan, dan penerimaan pemb1ayaan diakui pada saat



“kas diterima di Rekening Kas.Umum Daerah serta belanja
dan péngeluaran pembiayaan = diakui pada saat kas
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

| 3). Basis akrual Untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban,
dan ekuitas dana ‘di'aﬁkui dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi, a‘;au pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan Pemerintah Dérah, bukan pada
saat kas diterima atau.dibayar oleh kas umum daerah.

b. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Prinéiple) | N
1) Aset dicatat’ sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai

wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset
terseblit pada saat perolehan. Kewajibah dicatat sebesar jumlah
kas yangk diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan
keglatan Pemerintah Daerah. |
2) Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada
- nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat
diverifikasi.

~¢. Prinsip Realisasi (Realzzatzon Principle)

1) Ketersedlaan pendapatan daerah yang telah dlotorlsas1 mela1u1
APBD selama suatu tahun anggaran akan dlgunakan‘ untuk
membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran
dimaksud. )

2) Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against
revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah
Daerah, sebagairriana dipraktekkan dalam akuntansi sektor
swasta. | ‘

- d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form

Principle) | | ,

| Informasi akuhtansi dimaksudkan untﬁk menyajikah dengan jujur

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka

transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya

mengikuti aspek formalitasnya. - | o

Apabila  substansi . transaksi. atau | peristiwa lain = tidak

konsisten/berbeda dengah aspek formalitasnya, maka'hai tersebut



harus diungkapkan dengan jelas Vdalam. Catatan Atas Laporan
Keuangan. o
e. Prinsip Periodisitas (Penodzczty Prlnczple) 7
| Kegiatan akuntansi ‘dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporari sehinggga kinerja
Pemerintah Daerah. “dapat diukur dan posisi sumber daya yang
d1m111k1nya dapat ditentukan. ‘
Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah
‘tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode
' semesteran.
f. Prinsip Konsistensi (Conszstency Prmczple)
1) Perlakuan akuntansi yang sama harus d1terapkan pada

kejadian yang serupa dari perlode ke periode oleh Pemerintah

Daerah (prinsip kbnsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa .

tidak boleh terjad1 perubahan dar1 satu metode akuntansi ke
metode akuntansi yang lain. |
2) Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dehgan syafat
bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil
yang lebih  baik dari metode yang lama. Pengaruh dan
pértimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus
‘ diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
‘g. Prinsip Pengungkapah Lengkallp‘('Full Disclosure Principle)
Laporan keuangan Pemerintah Daerah ‘harus menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.
Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat
ditempatkan pada lembar 'muk‘a (on the face) lap'ora-n keuangén
| atau catatan atas laporan kei:tangan. | |
-~ h. Prinsip‘Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)
Laporan keuangah Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan
~wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

. Kendala Informasi Akuntansi Yéng Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan ‘andal adalah setiap keadaan yang
tidak memungkinkan ter(:‘apainya kohdiéi ideal dalam mewujudkan
“informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuahgan

Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (limitations) atau



karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala
 dalam mewujﬁdkan informasi akuntansi yang relevan dan andal,
yaitu: |
1. Materialitas |
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat
segala informasi, tetapi hanya diharuskan mémuat informasi yang
memenuhi kriteria materialitas. Informasik dipandang material
‘apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
‘mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan
pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan

keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang

diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu,
laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semeétinya menyajikanr -
ihformasi yahg manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya
penyusunannya.
Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses
pertlmbangan yang substan31al Biaya dimaksud juga tidak harus
‘dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keselmbangan antar Karakteristik Kualitatif
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan
normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan
Pemerintah Daerah. ‘ |
Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalarh berbagai
kasus berbeda, terutama' antara relevansi dan keandalan..
Penentuan tingkat kepéntingan antara dua karakteristik kualitatif

tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.



II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
A Tujuan
1. ’I‘lljuan kebljakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan
- untuk tujuan umum (general purpose fi nancial statements) dalam
rangka memngkatkan' keterbandlngan laporan keuangan baik
terhadap anggaran, antarkperiode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuanganl

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar

pengguna laporan Untuk mencapa1 tujuan tersebut kebijakan .

‘akuntan31 ini menetapkan pert1mbangan dalam rangka penyajian
laporan keuangan pedoman struktur laporan keuangan dan
persyaratan minimum isi laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran,
dan pengungkapan ‘transaksil-transaksx spesifik dan peristiwa-

peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

B. Ruang ngkup
1 Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan
dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan
_pembiayaan, sefta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset,
‘kewajiban, dan ekuitas dana. _ _ |
2. Kebijakan ini berlaku untuk eﬁtitas pelaporan dan entitas akuntansi
‘dalam meriyusun laporan ‘keuangan. Entitas pelaporan yaitu
Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan
PPKD, tidak termasuk perusahaan Daerah.

C. Basis Akuntansi
k'Ba‘sis akuntansi yang digunakan dalam ,laporan“keuangan Pemerintah

Daerah yaitu basis kas untuk .pengakuan pendapatan, belanja, dan

pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dana. '

- Yang dimaksud deﬁgan\pgngertian:
1. Basis kas adalah basis éliu’niahsi yang mengakui pengaruh transaksi )

dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas dlbayar atau

d1ter1ma

2. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lalnnya pada saat transaksi dan peristiwa itu



terjadi, tanpa mempcrhatikar_l_ saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.

D. vTu“juan Laporan Keuangan
1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, airus kas, dan kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam mémbuat dan mengevaluasi keputusan rhengenai
alokasi sumber daya. , '
2 Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
‘ _adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
‘entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
: dengan L | ‘
- a. menyedlakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonoml,
| kewa_]lban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah; '
- b. menyediakan informasi mengena1 peruabahan pos131 sumber
daya ekonomi, kewajlban dan ekuitas dana Pemerlntahan,
Daerah; ,
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ‘ketaatan realisasi térhadap
anggarannya; |
e. menyédiakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kaénya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Déerah ;
untuk membiayai penyélehggaraan kegiatan pemerintahan;
g. menyediakan -informasi .yahg berguna- untuk mengevailuasi{
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporéh kéuangan menyediakan

~ informasi mengenai entitas dalam hal :

l a. aset;
- b.  kewajiban;
c. ekuitas dana;
~d. ‘pendapatan;
e belanja;
f.  transfer




g. pembiayaan; dan

h. arus kas.

4. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi

. tujuan ‘sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak

dapat sepenuhnya memenuhi tl.ijuan tersebut. Informasi tambahan,
termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama — sama
dengan laporan keuangén untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai aktivitas sué.tu entitas pelaporan selama satu

periode.

v Entitas'pelaporah menyéjikan informasi tambahan untuk membantu

~ para pengguna dalam memperkirakah kinerja keuangan entitas dan

péngelolaan aset, séperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi

‘keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi

tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan

" outcomes dalam bentuk indikétor kinerja kéuangari, laporan kinerja

keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian

vkinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

E. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

‘Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuang'an\ berada .

pada :

1.

Bupati sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas
penyusunan dan penyajian laporan keilangan Daerah dimana

laporan keuangan tersebut - telah disusun berdasarkan sistem -

~ pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan

informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. ,

. Dalam pelaksanaannya‘ Bupati ‘sebégai - entitas pelaporan
‘melimpahkan weWenangnya kepada PPKD untuk menyusun dan
" menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian. |

. Kepala SKPD selaku Pengguna = Anggaran menyusun Lapofan :

Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan' Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai

perta‘nggungjawaban‘ Pelaksanaan - APBD ‘pada SKPD yang'

bersangkutan dan' menyampaikannya kepada Bupati melalui Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah. - . -



4. PPKD selaku Bendaharak Umum‘ Daerah menyusun ; Laporan
Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai

~ pertanggungjawaban = pengelolaan keuangan daerah dan
menyampaikannya kepada Bupati |

S. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerlntah Daerah untuk'
'dlsampalkan ‘kepada Bupat1 dalam rangka  memenuhi

- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. o

- 6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah" Laporan Keuahgan
‘Konsohdas1an yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan SKPD

serta Laporan Keuangan PPKD.

F.‘ Komponen komponen Laporan Keuangan

Komponen komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan
pokok adalah :

1. Laporan Reahsas1 Anggaran;

2. Neraca; |

3. Laporan Arus Kas; dan

4. Catatan atas Lapbran Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap
entitas pélaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh

entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

G. I.’dentiﬁkasi Laporan Keuangan ,
Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas.
Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan
diulang pada setiap halaman lapOran'bilamana perlu untuk memperoleh
pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan :
1. nama SKPD/PPKD/ Pemerintah Daérah |

2. cakupan laporan keuangan apakah satu entltas tunggal atau'

- gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
3. tanggal pelaporan atau periode yang d1cakup oleh laporan keuangan,
| yang sesuai dengaﬁ komponen-komponen laporan keuangan;
4. mata uang pelaporan adalah R@ipiah; dan , \
5. tingkat ketepatan yang digunakan dalém penyajian angka-angka

pada laporan keuangan.



H. Periode Pelaporan |
- Laporan keuangan disajikan sekurang——kurangnya sekali dalam setahun.
' Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan
~laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih
panjang atau lebih pendek dari satu taihun, entitas pelaporan
' mengungkapkan informasi berikut :

1. alasan penggunaan periode pelaporan tldak satu tahun;

2. fakta bahwa'jumlah - Jumlah komparatif untuk laporan tertentu
seperti arus kas dan Catatan-cataitan» terkait  tidak dapat
diperbandingkan. |

L 'Tepat Waktu

'.Kegunaan laporan keuangan berkurang bllamana laporan tidak tersedia

'bag1 pengguna,dalam suatu perlode tertentu setelah tanggal pelaporan.

Faktor-faktor yang diﬁadapi sepeifti kompleksitas opérasi suatu ‘entit'as

‘pelaporan  bukan ‘merupakan alasan’ yang ;cukup. atas - kegagalan

pelaporan yang tepat waktu. Laporan keuangan pemerintah daerah

disampaikan oleh Bupati kepada Badanr Pemeriksa Kei_iahgan | (BPK)

-untuk dilakukan Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Berdasarkan hasil Pemerikéaanv EBPK, Bupati

memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian tcrhadap lapo.ranv
keuahgari pemerintah daerah. Untuk seianjutnya, lapOran keuangan
pemerintah daerah yang telah disesuaikan _(sebagai ,bagian' dari

‘rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabén pelaksénaan

APBD) disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah

| tahun anggaran berakhir.
J . Laporan Realisasi Anggaran '

Laporan - Realisasi Anggafan "mengungkapkén kegiatah keuangan

Pem_erintah Daerah yang menunjukkan ketaatan férhadap APBD

Laporan Realisasi 'Anggaran menyajikari ikhtisér sumber, alokasi dan

- penggunaan  sumber daya  ekonomi ’ya’ng dikelola  oleh

SKPD /PPKD /Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.

| Laporan Realisasi Anggafan menyajikaﬁ sekurang - kurangnya
unsur - unsur sebagai berikut: | |

1. pendapatan; |

2. belanja;

3. transfer;

4. surpIus/ defisit;



5. pembiayaan; |

6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandmgan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut. memuat hal-hal yang
mempengaruhi pelaksénaan énggaran 'seperti kebijakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
ahggarari dan realisasinya,' ‘serta daftar-daftar yéng merinci lebih lanjut

- angka-angka yang dianggap perlu perlu untuk dijelaskan.

- K. Neraca ' , = '
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal tertentu |

L Klasifikasi :

1. Setiap entitas akuntansi/ entitas; pelaporan mengklasifikasikan
| asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan
keWajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
dalam neraca. | : “ |
2. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap
| pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah—jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah—jumlah yang diharapkan
~akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas)
bulan. ; ‘ ,
3. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos—pos berikut:
a. kasdan setaré kas; | '
investasi jangka pendek;

piutang pajak dan bukan pajak;

g oo

persediaan;
investasi jangka panjang;
aset tetap;

kewajiban jangka pendek;

| Q@ om0

kewajiban jangka panjang,
i.  ekuitas dana.
4. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-

kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai.



contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya
perolehan dan keldmpok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang .
diestimasikan. » . | | ,
“ M.Informasi yang Disajikan dalam Nei‘aca atau dalam Catatan atas
Laporan Keuangan | |
‘Suatu entitas pelaporan ‘mengungkapka'n, baik dalam Neraca maupun
dalam Catatan atas Laporan Keuéngan subklasifikasi pos;pos yang
disajikan, diklasifikasikan ‘dengan cara yang sesuai dengan operasi |
entitas yang bersangku"tan.' Suatu pb’s disubklasifikasikan 'lebih lanjut,
bilamana perlu, sesuai dengan éifatnya.
'N. Laporan Arus Kas :
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntarisi, dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. | |
Laporan arus kas disusun oleh entitas pélaporan Arus masuk dan
keluar kas d1k1as1ﬁkas1kan berdasarkan aktivitas operasi, 1nvesta51 aset
nonkeuangan, pemblayaan, dan nonanggaran
bPenyapan Laporan Arus Kas dan’ pengungkapan yang berhubungan
- dengan arus kas diatur dalam kebijakan Akuntansi tentang Laporan
Arus Kas. | | o o
0. Catatan Atas Laporan Keuangan
1. Struktur
" Agar dapat dlgunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan Laporan Keuangan sekurang-kurangnya
disajikan dengan susunan sebagai berikut: | ’
a. infofmasi tentang  kebijakan  fiskal/keuangan, ekonomi
 regional/ekonomi makro, penbapaian target Peraturan Daerah
- APBD/APBDP, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi u
dalam pencapaian target; s
b. ikhtisar pencapaiankinerja keuangan seiama tahun pelaporan;
c. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntan31 yang dipilih untuk diterapkan atas
. transaksi~transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
d. pengungkapan informasi untuk pos—pos aset dan kewajiban yang
* timbul sehubungan dengan / penerapan basis ~akrual atas
pendapatan dan belanj‘a dan rekonsiliasinya dengan penerapan

basis kas;



e. informasi tambahan yang diperiukéh untuk penyajian yang
wéjar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
: keuangan. |
f.  daftar dan skedul. ,
2. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.
Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran‘, Neraca, dan Laporan
~ Arus Kas harus ihempunyai referensi silang dengan informasi terkait
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar
terinci atau analisis: atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
‘Termasuk plila‘ dalam Catatan atas Laporan ‘Keuangan adalah

-penyajian Informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan

~Akuntansi serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang -

diperlukan untuk pényajian yang wajar atas laporan keuangan,
seperti kewajiban kontijensi dan komitmen — komitmen lainnya. |
p. Penyapan Kebijakan- kebgakan Akuntans1

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan men_]elaskan

hal-hal berikut ini: |

1. Ba31s pengukuran yang dlgunakan dalam penyusunan laporan
"keuangan, , ‘ ,

2. Sejauh mana kebijakan—kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan |
ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan
oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan '

3. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan. |

Dalam | meneritukan apakah bsuatu kebijakan akuntansi perlu

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah

péngungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami

- setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-
kebijakan akuntansi yang perlu dipertirribangkan untuk disajikan
méliputi, tidak terbatas pada, hal — hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan; o

2. Pengakuan belanja;

3. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

4

. Investasi;



5. Pengakuandan' penghentian/ penghapusan_a’s'et iberwnjud dan tidak
. berwujud; S |
. Kontrak- kOntfak'konstruksi' :

. Kebljakan kap1tal1sa31 pengeluaran |

Kemitraan dengan pihak ket1ga

o 3o

Blaya peneht1an dan pengembangan ’ ; : n
- 10. Persediaan, ba1k yang untuk dljual maupun untuk d1paka1 sendiri;
~11. Dana cadangan : o
o ’1‘2:.:" PenJabaran mata uang asmg dan 11ndung n11a1
Q Pengungkapan—pengungkapan Lamnya
~ Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal hal berikut ini apabila
: kbelum dnnformas1kan dalam baglan manapun dar1 laporan keuangan,
~ yaitur : : | .
L 1 Domisili dan bentuk hukum suatu ent1tas serta Jur1sd1ks1 dlmana 7
7 entitas tersebut beroperasi; -
= f 2 Penjelasan mengenal s1fat operasi entltas dan keglatan pokoknya
3. Ketentuan perundang - undangan yang menjadl landasan keglatan’k

: operasmnalnya

- m KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A ’I‘llJuaLn | Lt . .
Tujuan Kebuakan Laporan Reahsa31 Anggaran adalah menetapkan

: ‘dasar—dasar penya_]lan Laporan Real1sa81 Anggaran untuk Pemerintah

: Daerah dalam rangka memenuhi- tuJuan akuntabilitas sebageumana :

. dltetapkan oleh peraturan pemndang—undangan

- B. Struktur Laporan Reahsas1 Anggaran ‘ ,
Laporan Reahsam Anggaran menyajlkan informasi realisasi pendapatan
: bbelanja transfer, surplus/ defisit dan pemblayaan yang masing-masing -

. ‘d1perband1ngkan dengan anggarannya dalam satu per1ode

b ’_Dalam Laporan Reahsa31 Anggaran harus d11dent1ﬁka51kan secara Jelas o

dan d1ulang pada setlap halaman laporan J1ka dlanggap perlu, 1nforma31
i -k : berlkut : '
1 nama SKPD /PPKD / Pemerintah Daerah

-

2. perlode yang dlcakup, o
3. mata uang pelaporan yaltu Rup1ah dan ‘
4

4. satuan angka yang dlgunakan ,



C Per1ode Pelaporan

: Laporan Realisasi Anggaran dlsa_]lkan sekurang—kurangnya sekali dalam

sevtahun.Dalam 31tuas1 tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah

‘dan Laporan - Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu

4 per10de yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun “entitas

‘ fmengungkapkan 1nformas1 sebaga1 berlkut

  1

2.

alasan penggunaan perlode pelaporan tldak satu tahun

fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Reailisési

'v Anggaran dan catatan—catatan terkait 'tidaky dapat'diperbandingkan. , -

. Is1 Laporan Realisasi Anggaran

S Laporan Realisasi Anggaran sekurang kurangnya mencakup pos pos

o sebagal berikut:

® N O g AW N e

. Pendapatan :
. Belanja
. Transfer

‘Surplus atau defisit

Penerimaan pembiayaan

: Pengeluaran ‘pyembiayaan
" Pemblayaan neto; dan

‘Sisa 1eb1h / kurang pemblayaan anggaran (SILPA / SiKPA )

. Informasi Yahg'Diysajikka‘n Dalam Laporan Realisasi Anggarah atau Dalam, o

- Catatan Atas Laporan Keuangan

= o

. Pendapatan dlsajlkan menurut kelompok pendapatan dalam Laporan'k

Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan'”

- d1sa_11kan pada Catatan atas Laporan Keuangan

.VPos pendapatan yang harus dlsajlkan dalam Laporan Reahsas1 '

fAnggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode"

“‘rekenlng Jen1s pendapatan, scpertl Pendapatan PaJak Daerah, o

Pendapatan Retr1bus1 Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan’
! 'Kekayaan Daerah yang D1p1sahkan dan lam—lam Pendapatan Ash
Daerah yang Sah.

. Entitas akuntans1 /entltas pelaporan menyajlkan klas1ﬁka31 belanja

" menurut kelompok belanja dalam Laporan Realisasi- Anggaran

k1K1as1ﬁka31 belanja menurut organ1sas1 d1sa31kan dalam Laporan



Reahsas1 Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan,
Kla51ﬁka81 belanJa menurut fungs1 d1sa11kan dalam catatan atas

. laporan keuangan

F Transak31 Dalam Mata Uang Asmg Lk
p Transaks1 dalam mata uang asing harus d1bukukan dalam mata uang |
~rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang as1ng tersebut menurut |

g ,kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.



CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
kLAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalém Rupiah)

No - Uraian : Anggaran | Realisasi | % | Realisasi
’ 20X1 20X1 20X0

1 Pendapatan
1.1 | Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah

1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli
-| Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan
2 Belanja

2.1 | Belanja Operasi

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 | Belanja Barang
2.2 | Belanja Modal
2.2.1 | Belanja Tanah
1 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan

2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6 | Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja
SURPLUS/( DEFISIT)




CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD f

| PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

- LAPORAN REALISAST ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
| | 81 DESEMBER 20x1 DAN zoxo o

AT

i, .

Ao

et
A

T

y
R
£

tY

ZE

(Dalaﬁi ’Rupi'ah) -

" No D Uraian - | Anggaran ‘| Realisasi (()/:), Realisasi
R R T S 20X1 20X1 - , . 20X0
1 | Pendapatan , ( ‘ S
1.1 | Pendapatan Asli Daerah
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli ‘
gy Daerah yang Sah
1.2 | Pendapatan Transfer

1.2.1 | Transfer Pemenntah Pusat-

| |Dana Penmbangan |

o ,41;2.1.;1‘ | Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan

| | Pajak (Sumber Daya Alam)
:  1 .2.1_.3 Dana Alokasi Umum o

| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus

‘ '172'2 Transfer Pemerintah_Pusat

‘Lainnya_ :
'1.2.2.2° | Dana Penyesuaian .
. 1123 | Transfer Pemerintah Provinsi

| 1231 ~ | Pendapatan Bagi Hasil Pajak
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bag1 Hasil

Lalnnya
1.3‘ | Lain — lain Pendapatan yang
, ;1.3. 1 | Pendapatan Hibah
v 1.3,.2‘ ~' Per‘ldapatanDana Darurat
1.3.3 - /| Pendapatan Lainnya
‘ o _ Jumlah Pendapatan
2 - | Belanja E
2.1 | Belanja Opérasi

2.1.3 . | Belanja Bunga
2:.1.4 | Belanja Subsidi -
2.1.5 | BelanjaHibah -




2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial

2.1.7 ' | Belanja Bantuan Keuangan
{23 [Belanja Tidak Terduga
2.3.1 | Belanja Tidak Terduga |
. Jumlah Belanja | -
24 ' Transfer/Bagi Hasil |

2.4.1 | Transfer Bagi Hasil ke Dé‘:sa _

2.4.1.1 ' | Bagi Hasil Pajak-

[2:4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi

| Jumlah Trasfer/Bagi Hasil
|keDesa

~ SURPLUS/(DEFISIT)
13 Pembiayaan :
3.1 | Penerimaan Daerah

3.1.1 . | Penggunaan Sisa Lebih
SN Perhitungan Anggaran
(SILPA) ; o

3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan

13.1.3 © | Hasil Penjualan Kekayaan

} Daerah yang Dipisahkan
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman
: Daerah
13.1.5 | Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah

3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah Penerimaan |

3.2 | Pengeluaran Daerah
13.2.1 Pembentukan Dana
e Cadangan SE T

| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) -
g ,_ Pemerintah Daerah

13.2.3 Pembayaran Pokok Utang

3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah

~Jumlah Pengeluaran

PEMBIAYAAN NETO

|3.3 | SisaLebih Pembiayaan
| Anggaran (SILPA) -

~ G. Penyusunan Lapbran Realisasi Anggaran Gabungan Pemerintah Daerah



Laporan reahsas1 anggaran gabungan Pem

erintah Daerah disusun di

semester 1 (satu) dan akhir tahun anggaran, dan nllalnya merupakan

gabungan dari seluruh SKPD dan SKPKD.

Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) konsolldas1 tidak memerlukan

proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan

dan belanja dari PPKD dan semua SKPD. "

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA
A. Tujuan ‘

1.

Tujuan kebijakan neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian
Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan
akuntélbilitas | sebAagaimar‘la‘ ditetapkan oleh peraturan - perundang-
undangan. | 7

Neraca menggar_hbarkan posisi  keuangan  suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporén mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana pada tanggal tertentu.

B. Klasifikasi

1.

= B R S < N

Setiap entitas akuntahsi atau eyntitas' peiaporan mengklasifikasikan
asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
dalam neraca. o

. Setiap entitas akuntansi/ entitas_ pelaporan merigungkapkan setiap

pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang

~ diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas)

~ bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah—jufnlah yang diharapkan

akan diterima atau d1bayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas)

' bulan

. Neraca mencantumkan sekurang—kurangnya pos-pos berikut:

a. kas dan setara kas;

investasi jangka pendek;

o

| piutang pajak dan bukan pajak;
- persediaan;

invéstasi jangka panjang;

aset tetap; ,

kewajiban Jangka pendek

. kewajiban jangka panjang;

~d o
.

ekuitas dana.



CONTOH FORMAT NERACA SKPD
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
NERACA SKPD
PER 31 DESEMBER 20X1

‘(Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ASET

ASET LANCAR

Kas di bendahara penerimaan

Kas di bendahara pengeluaran

Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak

. Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Lainnya

- Penyisihan Piutang Lainnya

Persediaan

Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah -

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

~ Konstruksi dalam Pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap




ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

‘ Utang Bunga

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah’' Kewajiban |

EKUITAS DANA LANCAR.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA)

Cadangan Piutang

Cadangan Persediaan

Pendapatan yang Ditangguhkan

Dana yang Harus Disediakan untuk

Pembayaran Utang Jangka Pendék

Jumlah Ekuitas D'anaerancar

[EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

Jumlah Ekuitas Dana

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA




CONTOH FORMAT NERACA PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NERACA PPKD

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ASET

ASET LANCAR

Kas di bendahara penerimaan

Kas di bendahara pengeluaran

Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak -

Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi

Bagian Lancar Pinjaman

Kepada Perusahaan Negara

Bagian Lancar Pinjaman

Kepada Perusahaan )Daerah

Bagian Lancar Pinjaman

Kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman

Kebada Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

~ Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya

Persediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG




‘| Investasi Non Permanen

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah

Lainnya

Investasi dalam Surat Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi Non Permanen Lainnya

Jumlah Investasi ‘ Non Permanen

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanan Lainnya

Jumlah Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mcsin ;

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

- Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

‘Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Perbendaharaan

- Tuntutan Ganti Rugi -

~ Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

‘Aset Lain-lain

- Jumlah Aset Lainnya




JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-

Pemerintah Pusat |

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-

'Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-

'Lembaga Keuangan Bukan Bank

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-

Obligasi

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Lainnya

. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

~Utang dalam Negeri- Pemerintah Pusat

Utang dalam Negeri- Pemerintah Daerah

Lainnya '

Utang dalam Negeri- Lembaga Keuangan

Bank |

Utang dalam Negeri- Lembaga Keuangan

. Bukan Bank

Utang dalam Negeri- Obligasi

Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

SILPA

Pendapatan yang Ditangguhkan




- Cadangan Piutang

- Cadangan Persediaan

Dana yang Harus Disediakan untuk

- Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Ekuitas Dana Lancar |

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka

Panjang

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Dana yang Harus Disediakan untuk

E Pembayaran Utang Jangka Panjang

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

JUMLAH EKUITAS DANA

-~ JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

C. NERACA GABUNGAN PEMERINTAH DAERAH 4
- "Neraca l<\gelbungan Pemerihtah ‘Daerah vdis‘lisun pada akhir tahun
anggaran. Dalam penyusunah ‘laporan keuangan gabungan ini,
rekening- rekening yang sifatnya -_reciprbcal (timbal balik antar unit
dalam satu Pemerintah Daerah) harus dihilangkan terlebih dahulu.
Mekanisme penghilangan akun résiprokal tersebut,'yaitu melalui proses
eliminasi akun- akun reciprocal. Akun - akun reciprocal yang terjadi
- dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK- SKPD
dan akun RK- PPKD. Akun RK- SKPD dicatat oleh PPKD, sed?ngkan
akun RK- PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan
uhtuk mengambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan
akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit térsebut. v |
‘Hal ini terjadi karena hubuhgan PPKD dan SKPD adalah hubungan
- Pusat-Cabang. Dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD

bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas



pelaporan, yaitu entitas pelaporan  Pemerintah Daerah yang

bersangkutan.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS
A. Tujuan |

1. Tujuan Kebijakan Laporan. Arus Kas mengatur penyajian laporan
arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan
kas dan setara kas suatu - entitas = pelaporan dcngan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi
aset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran selama satu.
periode akuntansi. . |

2. T‘Lijuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai

. sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu
periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan

pengambilan képutusan.

B. Manfaat Informasi Arus Kas

1. Informasi Arus Kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di
masa yang akan datang, serta berguné untuk menilai kecermatan
atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. |

2. Laporan Arus Kas juga berguna menjadi alat pertanggungjawaban
arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

3. Apabila dikaitkan dengan Laporan keuangan lainnya, Laporan Arus.
Kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
laporank dalam men'gevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas

suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah

(termasuk likuiditas dan solvabilitas).

C.Kas dan Setara Kas _

Setara Kas Pemerintahan Daerah dituyjukan untuk memenuhi
~ kebutuhan kas jangka ipendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk
memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera
dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada
risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi
disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatﬁh

- tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.



D.Entitas Pelaporan Arus Kas
Entitas Pelaporan adalah Pemermtah Daerah yang terdiri dari satu atau

leb1h entitas akuntans1 yang menurut ketentuan peraturan perundang—

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung]awaban berupa

- laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entltas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajlkan laporan arus

kas adalah unit orgamsasx yang mempunyai fungsi perbendaharaan,

yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.

E. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah baglan dar1 laporan ﬁnans1al yang menyajikan

informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non

‘keuangan, pembiayaan dan nonanggaran).

F. Akt1v1tas Operas1

L

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang

‘menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah ‘dalam

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan
sumber pendanaan dari luar. :

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh :

a. Pendapatan Asli Daerah; |

b. Dana Perimbangan; dan

- ¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi terutama dlgunakan untuk

pengeluaran, antara laln:

a. Belanja Pegawa1;

b Belanja Barang;

. c. Bunga;

d. Subsidi;
e. Hibah;

- f. Bantuan Sosial;

g. BelanJa Tak Terduga,
h. BelanJa Lain-lain; dan

i. Transfer.



G. Aktlvitas Investasi Aset Nonkeuangan

1. Arus kas dari aktifitas investasi mencermmkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan
sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan
mendukung pelayanan Pemermtah Daerah kepada masyarakat di
masa yang akan datang. '

0. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri
dari: '
a. Penjualan Aset Tetap;
b. Penjualan Aset Lainnya; |

3. Arus keluar kas dari investasi aset nonkeuangah terdiri dari:
a. Perolehan Aset Tetap; |

b. Perolehan Aset Laﬁnnya;

H. Aktivitas Pembiayaan
Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto sehubungah dengan pendanaan defisit atau
penggunaan surplus anggafan yang 'bertujuan untuk memprediksi
klalm p1hak lain terhadap arus kas Pemerintah Daerah dan klalm
Pemerintah Daerah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.
Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
‘ 1. Penerimaan Pinjaman;
2. Penjualan Surat Utang atau Obligasi Pemerintah;
3. Hési_l Privatisasi Perusahaah Daerah/ Divestasi;
4. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan
S. Pencairan Dana Cadangan; | _
Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
2. Pembayaran Obligasi Pemerintah;
’ ‘3. Penyertaan Modal Pemerintah;
4. Pemberian Pinjaman J angka PanJang, dan

5. Pembentukan Dana Cadangan

L. - Aktivitas Non'Anggaran,

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.



Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak
Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK. menggambarkan kas yang berasal
dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana
atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan IWP
dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening
kas umum daerah. | '

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK'
dan kiriman uang masuk.

Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK

dan kiriman uang keluar.

VJ . Pelaporah ‘Ar‘us Kas’ Dari Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non

| Keuangan,'Pembiayaan, Dan Non Anggéran ‘
Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama
penerimaan dan bpengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi
aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

' Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi
dengan cara metode langsung. Metode ini mengungkapkan

pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

K. Arus Kas Mata Uang Asing'

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan
~dengan menggunakan mata uang rupiah dengan rnénjabarkan mata

uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs

pada tanggal transaksi.

L. Pelapofan Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Bersih
) Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar
~arus kas bersih dalam hal : 4
1. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima
" manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan
aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu
-contohnya adalah hasil kerjasama operasional. ,
2. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang

‘perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka

waktunya singkat.



M. Bﬁnga dan Bagian Laba
Arus kas dari transaksi penerimaan p‘endapatan bunga dan
- pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta
penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus |
diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan
tranSaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi

secara kohsistén dari tahun ke tahun.

N. Investasi Dalam Perusahaan Daerah dan Kemitraan
| Investasi Pemerintah Daerah dalam perusahaén daerah dan kemitraan
dapaf dicatat dengan menggunakan dua metode yaiutu metode ekuitas -
dan metode biaya. ;
Investasi pemerintah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat
~ sebesar nilai kas yang dikeluarkan. ;
| Entitaé pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang
dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas

investasi.

O. Perolehan Dan Pelepasan Perusahaan Daerah Dan Unit Operasi
Lainnya ‘ | |
Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan peruéahaan
daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
Entitas pelaporan rhengungkapkan ,’sebluruh perolehan dan pelepésan
perusahaan daerah dan unit operasi lainnya"sélama satu periode. Hal-
hal yang diungkapkan adalah :

1. Jumlah harga pembelian atau pelépasan;

2. ’Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan
dengan kas dan setara kas; | ’

3. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit

- operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan

4. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh
perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau -
dilepas.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan

unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan

hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset

atau utang oleh perusahaan daerah.



P. Transaksi Bukan Kas _ »
Transaksi operasi, investasi dan pembiayaan yang tidak
mengakibatkah penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak
dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. ‘ |
Transaksi tersebut héu*us diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Q. Komponen Kas dan Setara Kas ;
Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas
dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di

Neraca.

R. Pengungkapan Lainnya
Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas
yang signifikan’ yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini

dijelaskan dalam Catatan atas LapOran Keuangan.




CONTOH FORMAT ‘LAPORAN ARUS KAS SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
~ LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Des. 20X1 dan 20X0 |

o

N

NA
!‘sz

‘,H

ARV
s

(Dalam Rupiah)
1 | Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
2| Arus Masuk Kas
3| Pendapatan Pajak Daerah
4 | Pendapatan Retribusi Daerah
5| Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah YangDipisahkan
6 | - Lain-lain PAD yang sah
7| Dana Bagi Hasil Pajak ;
8| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
9| Dana Alokasi Umum
1 0' Dana Alokasi Khusus
11 Dana Otonomi Khusus
12| Dana Penyesuaian ;
13 Péndapatan Bagi Hasil Pajakk
14| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
15| Pendapatan Hibah
16 | Pendapatan Dana Darurat
17| Pendapatan Lainnya -
1 8; Jufnlah Arus Masuk Kas (3 s.d 17)
19| Arus Keluar Kas '
20 | Belanja Pegawai
21| Belanja Barang
22| Bunga
23| Subsidi
24| Hibah
25| Bantuan Sosial
26 Belanja Tak Terduga
27| Bagi Hasil Pajak: |




Bagi Hasil Retribusi

28
29 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
30 | Jumlah Arus Keluar Kas (20 s.d 29)
32 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
33 | Arus Masuk Kas
34| Belanja Tanah
35| Belanja Peralatan dan Mesin
36| Belanja Gedung dan Bangunan
37| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan |
38 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
39| Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
40 | Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d 39)
41 | Arus Keluar Kas
42| B¢lanja Tanah
43 | Belanja Peralatan dan Mesin
44 | Belanja Gedung dah Bangunan
45| Belanja Jalan, Irigasi dah Jaringén
46 | Belanja Aset Tetap Lainnya
47 | Belanja Aset Lainnya _
.48 Jumlah Arus Keluar Kas (42 s.d 47)
49 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset
| Nonkeuangan (40-48)
50 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan |
51 | Arus Masuk Kas
--52|  Pencairan Dana Cadangan
53| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
54 | Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat ;
55| Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya
56 | - Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank
57 | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan BukanBank
58 | Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi
59| Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya
60 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan

»Negara’ ‘




Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan

61
Daerah
62 | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah
Daerah Lainnya |
64 | Arus Keluar Kas
65| Pembentukan Dana Cadangan
66 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
67 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
Pemerintah Pusat | -
68 | - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
" Pemerintah Daerah Lainnya
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
Lekrknbaga Keuangan Bank
70| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
| Lembaga Keuangan Bukan Bank 7
71| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
| Obligasi :
72| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
Lainnya ¥ '7 _ |
73 | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
74 | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
75| Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah
Lainnya v
76 Jumlah Arus Keluar Kas (65 s.d 75)
77 Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan (63-76)
78 | Arus Kas dari Aktifitas N on Anggaran -
79 | Arus Masuk Kas ‘ _
80 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
81 Jumlah Arus’Masuk Kas (80 s.d 80)
82 | Arus Keluar Kas
83 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Kefiga (PFK)
84 Jumlah Arué Keluar Kas (83 s.d 83)
85 Arus Kas Bersih Aktivitas Non Anggaran (81-84)
86

Kenaikan/penurunan Kas (31+49+77+85)




Saldo Awal Kas di BUD

87

88 Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)
89 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
90 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
91 Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Tujuan

Tujuan kebijékan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang
diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal
yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara

anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut

- angka-angka yang dianggap perlu untuk d‘ijelaskan.

. Ketentuan Umum

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas
Laporan Keuangan sebagai bagian yang ‘tak terpisahkan dari laporan

keuangan untuk tujuan umum.

. Struktur dan Isi 7

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis.
Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, , dan Laporan Arus Kas
harus mempunjiai referensi silang dengan informasi terkait dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk pula penyajian informasi
yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standér Akuntansi
:Pemerintahan ~ serta pengungkapan-péngungkapan, lainnya yang
diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti
'kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang

‘penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka péngungkapan

yang memadai, antara lain: .
1. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah

APBD, berikut kendala dan hambatan yang ‘dihadapi dalam

pencapaian target;




2. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun

 pelaporan; ’ .

3. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporain keuangan
dan kebljakan-kebljakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
| atas transaks1—transaks1 dan ke_]adlan-kejadlan penting lainnya;

4. memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan; '

5. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.

D. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama ’I‘ahun |
Pelaporan , . -
Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan
Realisasi Anggaran harus ~mengikhtisarkanb indikator dan pencapaian

kinerja kegiatan 'operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu

periode pelaporan.

E. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan
Akuntansi Keuangan |
Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas

akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan

keuangan dan kebijakan akuntansi.

F. Susunan

Agar dapat digunakan untuk memahami dan membandingkan dengan
' ‘Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lalnnya Catatan atas Laporan

- Keuangan dapat disajikan dengan 51stemat1ka sebaga1 berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target
Kinerja APBD |
2.1 Ekonomi Makro



2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang
~ Telah Ditetapkan |

BAB IV Kebijakan Akuntansi

BAB V Pénjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Tahun 2012
5.1 Aset | -

5.2 Kewajiban

5.3 Ekuitas Dana

5.4 Pendapatan

}5.5 ‘Belanja-

5.6 Pembiayaan

5.7 Penjelasan Laporan Arus Kas
BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
BAB VII Penutup

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN
A. Tujuan ' ;
Tujuan 'kebijakan akuntansi pendapatan adalah 'untuk mengatur
perlakuan akuntasi atas pendapatan dah informasi lainnya dalam

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

B. Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan
Akuntansi pendapatan  menyediakan informasir mengenai realisasi
pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi
tersebut berguna bagi vpara pengguna laporan dalam mengevaluési

keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan |

‘ketaatan entitas pelaporan dengan:




. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;
. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah

Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.

. Definisi

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening

Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

- Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah

Daerah.

. Klasifikasi Pendapatan

1.

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:
a. urusan pemerintah daerah;
b. organisasi; dan

c. - kelompok.

. Klasifikasi kelompok akun pendapatan dirinci menurut:

a. jenis;
b. obyek; dan

c. rincian obyek pendapatan.

.. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan

yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah,

-b. Dana Perimbangan, dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan

yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

-d. Lain-lain PAD yang Sah.

Keloinpok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas :
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;

b. Dana aloka31 umum; dan



6.

c. Dana alokasi khusus
Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut

jenis pendapatan yang terdiri atas:

~ a. Hibah;

- b. Dana Darurat;

~ ¢. Dana Bagi Hasil | Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnyé; ‘
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya.

‘E. Pengakuan

1.

Pendapatan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah
untuk seluruh transaksi SKPD dan PPKD.

Pendapafan yang | ditérima 'oieh Bendahara Penerimaan, namun
belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan

31 Desember; dicatat sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan.

. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai

pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
penerirhaan pendapatan pada periode penerimaan maupun bada |
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
pada periode yang sama. . _ |

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih
pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peratlifan perundangan yang mengatur méngénai

badan layanan umum daerah.




 F. Pengukuran
L ‘Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkaf; azas bruto, yaitu
| dengan membﬁkukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
~ jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengéluaran).
2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada

~ tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

G. Pengungkapan
Hal-hal yang harus d1ungkapkan dalam Catatan Atas Laporan
- Keuangan terkait dengan pendapatan adalah : ‘
1. Penerimaan ‘pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal
| berakhirnya tahun anggaran. ‘ '
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjad1 hal-hal yang bersifat khusus.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
| pendapatan daerah. |

4. Informasi lainnya yang dianggap perlu

- VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI - BELANJA -
A. Tyjuan , v
1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah wuntuk mengatur
perlakuan akuntansi atas belanja 'dan‘ informasi lainnya dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimanei ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi belanja ‘mencakup definisi, pengakuan;

pengukuran, dan pengungkapan belanja.

B. Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggafan h

‘b’ersangk’utan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Daerah.

C. Klasifikasi Belanjél
1 Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
a. urusan pemerintah daerah;

" b. organisasi;




- C. program dan kegiatan; dan
d. kelompok.
. Klasifikasi kelompok akun belanja dirinci menuruf:
a. jenis;
b, obyek; dan
c. rincian obyek belanja.
. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah terdiri dari
belanja urusan wajib dan urusan pilihan. |
. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib rriencakup:
a. pendidikan: R
kesehatan;

pekerjaan umum,;

g oo

perumahan rakyat;
penataan ruang;
perencanaan pembangunan;

perhubungan,;

5 oo

. lingkungan hidup;

pertahanan;

[
.

[ SN
]

kependudukan dan catatan sipil;

4

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

ot
.

keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
. social; -

ketenagakerjaan;

koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penanaman modal,

kebudayaan;

R A S B =

kepemudaan dan olahraga;

«

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umurm, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

. ketahanan pangan; ‘
pemberdayaan masyarakat dan desa;

. statistik;
kearsipan;

komunikasi dan informatika; dan

N9 oMog oS

perpustakaan.



- 8.

- 10.

11.

 terdiri dari;

12.

5o o o

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

a. pertanian;
kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;

oo o

pariwisata;
kelautan dan perikanan;
perdagangan;
industri; dan
. ketransmigrasian.
Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan

unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah.

. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak

langsung dan belanja langsung.

. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan

: program-dan kegiatan.

Kelompbk belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang

a. belanja pegawai;

o

belanja bunga;

belanja subsidi;

belanja hibah;

belanja bantuan sosial;

belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa;

belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa; dan

@t oo

belanja tidak terduga.
Kelompok belanja langsung dibagi ménurut jenis belanja yang
terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja modal.




13.

Belanja bai'ang ~dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk
pengadaan barang dan jasa yangnilai manfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan

Pemerintah Daerah.

‘D. Pengakuan

1.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas

' Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah

dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-

‘masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan

layanan umum.

. Koreksi atas pengeluéran belanja (penerimaan -kembali belanja)

yang terjadi _pada periode pengeluaran belanja' dibukukan sebagai
pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada
periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan

dalam lain-lain PAD yang sah.

. Pengakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Pakai Habis Dan Belanja

Modal

Suatu pengelﬁaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal -

(nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria

sebagai berikut:

1.

Manfaat ekonom1 barang yang telah dibeli lebih dari 12 (dua belas)

bulan

. Perolehan bafang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta

tidak untuk dijual. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan
dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah
seluruh belanja yahg terkait dengan pengadaan/pembangunan aset

sampai aset tersebut siap digunakan. -

. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi

aset tetap yang telah ditetapkan.

. Barang tersebut tidak untuk d1h1bahkan kepada Pihak Ketiga.




F. Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai

belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi

seluruh kriteria sebagai berikut:

1.

2.

Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap Yang terpelihara :
a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b. bertambah umur ekonomis, dan/atau

- ¢. bertambah volume, dan/atau -

d. bertambah kapasitas produksi, dan/atau

Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/ aset

 tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi

(capitalization tresholds) aset tetap yang telah ditetapkah.

. Belanja Hibah
1.

Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian
hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada

pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah,

~ masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukkannya.

. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditétapkan dengan

keputusan kepala daerah.

. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang

atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan
dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

. Hibah kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang

- peningkatan pelayanan kepélda masyarakat.

. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk

meningkatkan peﬁyelenggaraan Pemerintah Daerah idan' layanan

dasar umum.

. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

bertujuan untuk menunjang peningkatan - partisipasi
penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional

terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



H. Belanja Bantuan Sosial v
1. Belanja bantuan sosial adalah 'pengéluarén anggaran untuk
pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam
bentuk uang dan/atau barang kepada kélompok atau anggota
masyarakat, dan partai politik.
2. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk
barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial
~ sebesar nilai yang dikeluarkan. 7 v
3. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus
menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan
penvggunaannyya dengan mempertimbangkan -kemampuan keuangan
daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupaiti.
4. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak’
| mengikat diartikan bahwa pemberian bantu;in tersebut tidak wajib
- dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
5. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan
. ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam

bantuan sosial.

I. Belanja Bagi Hasil
‘Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang
“ sebesar nilai yang harus dibayar.
‘Kemudian di-reverse pada awal tahun berikutnya, pada saat realisasi

belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

J. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa' dicatat dan
diakui sebagai belanja bantuan kéuangah sebesar nilai . yang
dikeluarkan. |

Bantuan keuahgan, ‘baik bersifat umum dan khusus. dari provinsi
kepada kabupaten/ kofa, pemerinfah désa, dan Perintah Daerah

| lainnya atau dari Pemerintah Daerah/kota kepada pemerintah desa,
dan Pemerintah Daerah lainnya dalam ifangka pemerataan dan /atau

peningkatan kemampuan keuangan.



K. Belanja Tidak TerdUga 7
Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan
diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
Kriteria untuk belanja tidak ferduga ialah belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkén berulang, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditlitup. |

L. Pengukuran |

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai peroléhan.

M. Pengungkapan
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubunga‘nv dengan belanja, antara
lain: ; |
1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
~ tahun anggaran. ' | ‘ ‘
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja
- daerah. . | | ‘
3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasiﬁkasi belarija yang
o didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri
' No. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri No.
13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang
~ didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
* Pemerintah. | |

4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

IX.. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A, Tujuan ,

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi pémbiayaan, dalam'.rangka memenuhi tujuan
akuntanbilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. , 7

2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan pembiayaan.



B. Definisi
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangém Pemerintah
Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaraﬁ, yang perlu dibayar
atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, Yang dalam Penganggaran Pemerintah Daerah terutama
dimaksudkan untuk me_riutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

e Klasifikasi Pembiayaan
Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat
pertanggungjawaban, terdiri atas : ‘
1. Penerimaan Pémbiayaan Daerah
Adalah' semua penerimaan di rekening Kas Umum Daerah antara
lain berasal b'dar-i penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah .daerah, hasil privatisasai perusahaan daerah,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada‘pihak ketiga,
penjualan investasi .p‘ermanen lainnya dan pencairan dana
- cadangan. | |
, 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah- ;
Adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain
" Pemberiam pinjaman kepada pihak ketiga; penyertaan modal
pemerintah, pembayai'an kembali Jpokok | pinjaman, ~ dan

pembentukan dana cadangan.

D. Pengakuan -
1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening
kas _Umumk Daerah kchali untuk SILPA. » | ,
2’. Pengeluarap pembiayaan diakui ’pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.

E. Pengukuran ,

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat - 'jumlah vnetony-a (setelah dikompensaéikan dengan

. péngeluaran)v .

2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto.



F. Akuntansi Pémbiziyaan Neto -

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara pen'erimaan pembiayaan
setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun
anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat
dalam pos Pembiayaan Neto. | | ‘

2. Sisa  lebih/ kurang' pembiayaan .anggaran adalah  selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi

~ pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengéluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
SILPA/SIKPA. | |

3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode
pelaporan dipindahkah ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih. ‘

G. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang diniatkan akan
dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila
kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali
kepada kelompok masyarakat lainnya dikategorikan sebagai dana
bergulir. |
Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas
dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran
Pembiayaan yaitu pengeluaran 'pemberian | pinjaman daerah.
Terhadap realisasi‘ penerimaan kembali pembiayéan' juga dicatat
dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - penerimaan
kembali pemberian pinjamah. |
Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbﬁlnya investasi
jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca

 sebagai Investasi jangka Panjarig. |

2. Bantuan yang diberikan kepada kelompok mésyarakat dengan
maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik
tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh Pemerintah
Daerah maka rencana pemberian bantuah untuk kelompok
masyarakat teréebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan

sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada



kelompok masyarakat. tersebut dibukukan dan disajikan Sebagai

Belanja Bantuan Sosial.

H. Transaks1 Dalam Mata Uang Asing

- L

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut
kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Apabila tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
dalam transaksi dan maya uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,
maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah
bérdasarkan Vkurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan
untuk memperolch valuta asing tersebut. Apabila uang asing dibeli.
dengan mata uang asing lainnya, maka transaksi tersebut dijabarkan
menggunakan kurs transaksi dan dicatat dalam rupiah berdasarkan

kurs tengah b:ank sentral pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu d1ungkapkan sehubungan dengan pembiayaan

antara lain: _

1. Penerimaan dan pengeluaran pernbiayaan tahun berkenaan setelah

~ tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2. Penjelasan landasan =~ hukum berkenaan =~ dengan
penerimaan/ pémberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana
cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyértaan
modal Pemerintah daerah. |

3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan
yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan
Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas
Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4. Informasi lainnya yang. dianggap perlu.
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X. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi asset adalah ﬁntuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk asset dan pengungkapan informasi penting lainnya

| yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

. Definisi

Aset adalah sumber da}fa ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat‘ diukur dalam satuan

_ uang, _termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

. ‘Klasi’ﬁkasi 4
- 1. Aset diklasifikasikan ke dalam :

a. Aset Lancar;

b. ‘As_‘et Non Lahcar;

2 Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan

‘segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atali
| "dl_]ual dalam waktu 12 (dua belas) bulan seJak tanggal pelaporan.
v’»Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut

‘dlklas1ﬁka31kan sebagai aset nonlancar.

3. Aset lancar mellputl kas dan setara kas, investasi jangka pendek

plutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset
yang: bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang
,diglin'akan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan. -
Pémefihtah' Vvl‘jaérah atau yang digunakan masyérakat umum. Aset
' noniancar ‘diklasiﬁkasikan menjadi investasi jangka panjang, aset
tetap, "dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah
- pemahamann atas pos-pos asset non lancar yang disajikan di

neraca.



- D. Pengakuan Asét
 Aset diakui:

1.

Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal.

Pada saat - diterima atau  kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah.

E. Aset lancar

Aset Lancar terdiri dari :

oA ® N e

Kas dan setafa kas;
Investasi Jangka Pendek;
Piutang; -

Piutang Lain-lain; dan

Persediaan.

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kas dan Setara'kas

a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di

bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan Pemerintah Daerah/Investasi jangka pendek yang

sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari

-risiko perubahan nilai yang signifikan.

. Kas  juga meliputi seluruh Uang Yang Harus

Dipertanggungjawabkan/Uang Persediaan (UP) yang belum |

\dipert‘anggungjaWabkan hingga tanggal neraca, termasuk

kwitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang
belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal

neraca, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik

 atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu
investasi jangka pendek yang sangat siap dicairkan menjadi kas
yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga)

bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

. Kas terdiri dari :

1) Kas di Kas Daerah;
2) Kas di Bendahara Penerimaan;
3) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)V



d. Setara kas terdm dari :
1) S1mpanan di bank dalam bentuk depos1to kurang dari 3 (tlga) |
bulan; ‘ o
'2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau
kurang dari 3 (tiga) bulan.
e. Pengukuran Kas
'Kas diukur dan d1catat sebesar nilai nominal. Nilai nominal
artinya disajikan sebesar nilai rup1ahnya. Apabila terdapat kas
dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Investasi Jangka Pendek
a. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen
kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12
(dua belas) bulan; |
b. Investasi jangka péndek terdiri dari :
1) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas)
bulan; '
2) Surat Utang Negara (SUN);
3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
4) Surat perbendaharaan Négara (SPN).
c. Pengakuan Investasi Jangka Pendek
1) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai
investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu
| kriteria: | :

a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau
jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu
investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur
secara memadai (reliable).

2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka ‘pendek‘
vmerupakan’reklasifikasi aset lancar dén tidak dilaporkan

dalam laporan realisasi anggaran.



d Pengakuan hasﬂ Investasi

L fHasﬂ investasi yang dlperoleh dar1 investasi Jangka pendek~
- antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan d{1v1den;

' tunai (cash 'dividen) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi J angka Pendek

1) Untuk beberapa Jems investasi, terdapat pasar akt1f yang

dapat membentuk nilai pasar, dalam hal 1nv¢sta31 yang
‘ de'mikiah nilai pasar dipergUnakan sebagai dasar penerapan |
nilai wajar Sedangkén untuk investasi yang tidak memiliki
‘pasar yang aktif dapat dlpergunakan n11a1 nomlnal nilai
tercatat, atau n11a1 WaJar lamnya ,
2) Investas1 Jangka pendek dalam bentuk surat berharga,
: mlsalnya saham danobhga81 jangka pendek dicatat sebesar
| biaya perolehan. Blaya perolehan ‘1nvesta31 mehputl harga
trah'sakAsi'inVestasi itu sendiri ditambah komisi perantara jualy"
‘beh Jasa bank dan biaya lainnya yang t1mbul dalam rangka

, perolehan tersebut.

3) [Apabﬂa 1nvestas1 dalam bentuk surat berharga dierolehan

' tanpa blaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan'

n1la1wajar’ investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar |

harga »pa"sar.‘ Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan

; setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang
| diserahkan untuk memperoleh investasi térsebut. ;
4) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya
~dalam bentuk deposito Jangka pendek dicatat sebesar nilai
: "nommal depos1to tersebut. '

Penilaian Investasi J angka Pendek

1) Pemlalan investasi Pemerintah Daerah dllakukan dengan

metode biaya. e
2) Dengan mengguhakan metode Biélya, investasi dicatat sebesar
biaya perolehan. Penghasilan"atas investasi tersebut diakui‘
%sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi ‘

besarnya investasi ada badan usaha/ badan hukum yangk‘

i g,terkalt



g Pelepasan dan Pemmdahan Investas1 4

1) Pelepasan investasi Pemerintah daerah dapat terjadi karena
penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerlntah
Daerah dan lain sebagainya.

2) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui
sebagai penerimaan pembiayaan Pemerintah daerah dan tidak

'diiaporkan sebagai pendapatanv dalam laporan realisasi
anggaran. ,

3) Pelepasan sebagian ‘dari 1nvesta31 tertentu yang d1m111k1
’Pemermtah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-
rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai
investasi  terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah. ; _

4) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi
permanen menjadi investasi jangka'pendek, aset tetap, aset
lain-lain dan sebaliknya.

h. Pengungkapan Investasi
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan
Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah
- Daerah, antara lain: ‘ |

1) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

2) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun |

" investasi jangka panjang;

3)vPenurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab

oenurunan tersebut;

4) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan

penerapannya;

3. Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar -kepada
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan/atau hak Pemerintah
Kabupaten Karanganyar yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b. Piutang antara lain terdiri dari : |

| 1) Piutang Pajak;
2) Piutang Retribusi;



- 3) Bagian Lancar Pinjaman Daerah;
-4 .Bagian Lahcar Tagihan Penjualan Angsuran;
5) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan;
6) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi;
7) Piutang Lainnya. ’
c. Piutang lain-lain terdiri dari:
1) Piutang Dana Alokasi Umum,;
2) Piutang Dana Alokasi Khusus;
3) Piutang Hasil Penjﬁualan Bafang Milik Daerah;
4) Piutang Dividen;
5) Piutang Bagi Hasii Laba Usaha Perusahaan Daerah;
6) Piutaﬁg Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
7) Piutang Denda; | |
- 8) Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan PaJak
d. Pengakuan Piutang
1) Secara garis besaf p1utang d1aku1 pada saat penerbltan Surat
Ketetapan tentang P1utang, atau pada saat terjadinya.
- pengakuan hak untuk menagih piutang . o
2) Untuk periode ' berikutnya, perlakuan untuk piutang
pajak/retribusi @elalui mekéniSme pengakuan pendapatan
pada saat diterimanya pendapatan tersebut. ,
3) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada
Pemerintah Kabupaten/ institusi lain diakui pada saat

terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme

pembiayaan.
e. Pengukuran dan Penilaian Piutang
1) Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah yang
belum dilunasi sémpai dengan tanggal pelaporan dari setiap
tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang
bayar yang diterbitkan; 7
2) Piutang disajikan * sebesar nilai bersih yang dapat
~direalisasikan (nét realizable value).
f. Penyajian Penyisihan Piutang
1) Mengacu kepada kebijakan akuntan‘si'tentang pengukuran |
dan penilaian piutang yang mengharuskan piutang disajikan
sebesar‘ nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable

value), maka dalam penyajian piutang di laporan keuangan



| haﬁ.ls dikurangkan dengan nilai kcadangan piutang tak

tertagih (allowance for doubtful account).

2) Peny‘isihan piutang’ tak tertagih dikelompokkan menurut

umur plutang sebagai berikut :

a)

Piutang yang hanya mengatur Jatuh tempo pembayaran,

tanpa batasan waktu pembayaran (mlsal piutang paJak‘

- dan piutang retr1bus1)

)

e Piutang Kategori Lancar adalah plutang yang berumur
0 s/d 3 bulan dari tanggal jatuh tempo = piutang,
cadangan penyisihan sebesar 0%,; L

J Piutang Kategori Kurang_Lanca'r adalah Piutang yang
vbemmur 3 bulan s/d 1 tahun dari tanggal jatnh tempo |
piutang, cadangan penyiSihan sebesar 10%;_

e Piutang Katégori Diragukan adalah piutang yang

‘berumur 1 s/ d 2 .tahun ‘dari tanggal jatuh tempo
piutang,' cadangan penyiSihan sebesar 50%;
¢ Piutang Kategori Macet adalah piutang yang berumur
~ lebih dari 2 tahun dari tanggal jatuh.tempo | piutang,
cadangan_penyisihan sebesar 100%; | Con

Piutang yang hanya mengatur' j'atuh ternpo pembayaran

tanpa batasan waktu pembayaran (eks dana bergulir) : |

Menglngat beragamnya pola pengelolaan p1utang eks dana

bergulir, dimana jatuh tempo plutang ada yang hanya 50

(lima puluh) hari , ada juga yag satu tahun dan tiga tahun,

klasifikasi kategori piutang berdasarkan umurnya serta

cadangan penyisihan-piutang'vdiatur‘ sebagai berikut :

e Piutang Lancar adalah piutang yangbelum jatuh tempo
dan pemenuhan kewajlban sesuai dengan ketentuan
yang ada dalam perjanjian ;

. Piutang Kurang Lancar adalah piutang yang berumur_

’ | 90 hari s.d. 360 hari dari tanggal jatuh tempo;
J P1utang macet adalah piutang yang berumur > 360 har1

dari tanggal _]atuh tempo, L

Cadangan peny1s1han piutang d1perh1tungkan atas p1utang

‘dalam kategor1 macet dengan. menggunakan perhltungan/

50 % dar1 k1a31ﬁka31 pmjaman macet untuk piutang yang



menggunakan jaminan dan 75 % dari klasifikasi pinj_aman'

macet untuk piutang yang tidak menggunakan jaminan.

g. Pengungkapan Piutang ,
*  Hal- hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan |
berkaltan dengan piutang adalah sebagai berikut :
1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pemalalan
pengakuan dan pengukuran plutang,
2) Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk merigetahui’
tingkat kolektibilitasnya (aging schedule piutang);

3) Penjelasan-atas penyelesaian piutang

4, Persediaan

a. Persediaan. adalah aset lanéar dalm bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional Pemerintah Daefah 'dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dljual dan/atau dlserahkan dalam rangka
pelayanan aset kepada masyarakat.

b. Persedlaan mempak_an_aset yang berwujud :

) 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yéng digunakan dalam
| rangka kegiatan operasional pemérintah -

.2) Bahan atau. perlengkapan (supplzes) yang digunakan dalam

proses produksi; »
3) Barang dalam proses vproduksi yang dimaksudkan untuk
~ dijual étau diserahkan kepada masyafakat; ‘
4) Barang yang disirhpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
c. Persediaan antara lain terdiri dari : |
| 1) Persediaan alat tulis kanto‘r;r
| 2) Persediaan alat Iistrik;
3) Persediaan material/bahan;
4) Persediaan benda pos;
5) Persediaan bahan bakar; dan
6) Persediaan bahan makanan pokok.

~ 7) Hewan dan tanaman



d Pengakuan Persedlaan

.

1) Persediaan d1aku1 pada saat potens1 manfaat ekonomi masa
depan d1peroleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2) Pada akhir periode akuntansi, persedlaan dicatat berdasarkan
hasil inventaris fisik (stock opname)

Pengukuran Pérsediaan 7

1) Persediaan disajikan sebesar :

a) Biaya perolehan yang terakhlr apabila diperoleh dengan
pembelian;

b) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri; |

c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan. . | ‘

2) Biaya perolehan persediaan meliputihafga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang
secara  langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan.

3) 'Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung
terkait dengan pefsediaan yang diproduksi dan biaya tidak

- langsung yang dialokasikan secara sistematis.

4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan
dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Hai‘ga/ nilai- wajar
persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu. ‘diungkapkan dalam laporan keuangan

berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

1) Kebijakari akuntansi yang digunakan dalam pengukuran

pgrsediaan;

2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi, barang yang disimpein untuk dijual atau diserahkain

kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses



produkéi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat; dan |

3) Kondisi persediaan.

F. ASet Non Lancaf

1. Investasi Jangka Panjang

a.

b.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan '
uﬁtuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. |
Investasi jangka panjang terdiri dari :

1) Investasi Non Permanen; dan

2) Investasi Permanen

Pengékuan Ihvestasi Jangka Panjang

Suatu pengeluéran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi

apabila memenuhi salah satu kriteria :

1) Kemungkinan manfaat ekohomik dan manfaat sosial atau
jasa potensial di masa yang akan dating atas suatu investasi
tersebut dapat diperoleh pemerintah;

2) Nilai perolehan atau nilai Wé.jar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable). .

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui

sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang -

1) Untuk beberapa jenis invéstasi, terdapat pasar aktif yang
dapat membentuk nilai paSar, dalam hal investasi yang
demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan
nilai wajar lainnya | _

2) Apabila investasi jangka panjang diperdleh dari pertukaran
aset Pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh
Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai

wajar investasi tersebut jika ,hargei perolehannya tidak ada.

‘€. Penilaian Investasi Jangka Panjang

1) Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga
metode, yaitu :
a)v Metode Biaya :
Dengan menggunakan metode biaya, invesfasi dicatat
sebesar biaya, perolehan. Penghasilan atas investasi

tersebut diakui sebesar ‘bagian hasil yang diterima dan



tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hokum yang terkait. '
b) Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan
ditambah atau ‘dikurangi sebesar bagian laba atau rugi
’ Pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba
kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima
Pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi
Pemerintah Daerah dan tidak = dilaporkan sebagai
‘ péndapatan. Penyesuaiari terhadap' nilai investasi juga
diperlukan untuk vmengubah porsi kepemilikan investasi |
Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang
timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset
tetap. o
| c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode hilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan
terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual
dalam jangka waktu dekat.
2) Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai
berikut : |
a) Kepemilikan kiJrang dari 20% menggunakan metode biaya;
b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang
dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan
 menggunakan metode ekuitas; '
c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
d) Kepemilikan bersifat honpcrmanen menggunakan metode
nilai bersih yang direalisasikan (het ralizable value).
f. Pelepasan dan Pémindahan Investasi
1) PelepaSan investasi Pemerintah daerah dapait' terjadi karena
penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah
daerah dan lain sebagainya. |
2) Penerimaan dari pelépasan investasi jangka panjang diakui
sebagai penerimaan pembiayaan. :
g. Investasi Non Permanen
- Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.



- h, Investas1 non permanen terd1r1 darl

S 1) Pembehan Surat Utang Negara yang dimaksudkan untuk

- dimiliki sampa1 dengan tanggal jatuh temponya oleh

~ pemerintah;

: 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat

RS

dlallhkan kepada fihak ketiga;

3) Dana yang d1s1s1hkan pemermtah dalam rangka pelayanan
masyarakat sepert1 bantuan modal kerja secara bergulir ‘
kepada kelompok masyarakat; dan ' k

4) InvestaSi’ non permanen lainnya

Pengukuran Investas1 Non Permanen ;

1) Investasi non permanen mlsalnya dalam bentuk pembehan

| ,obhgasllk jangka panjang ‘dan investasi yang dimaksudkan

“tidak untuk dimiliki berkelanjutan; - dinilai sebésaf "'niali

perolehannya. Sedangkan investasir dalam bentuk dana v

tala'ngan untuk penyehatan perbankan yang akan segera

j_divcairkan dinilai “sebesar nilai  bersih yang ~dapatk

o d1reahsa31kan

- 2) ,Investa81 non permanen dalam bentuk penanaman modal di

»proyek-proyek pembangunan pemerlntah (sepertl Proyek PIR)v
dinilai sebesar b1aya pembangunan termasuk biaya yang
o dlkeluarkan dalam rangka penyelesa1an proyek sampa1 proyek

tersebut tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3) Investasi non permanen ‘dalam bentuk modal kerja secara

S ‘berguhr dinilai sebesar nilai bers1h yang dapat d1reahsas1kan
- (net realizable value). S ' |
"k;Untuk dapat  menyajikan 1nvestas1 non permanen -dana :
“bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
o realzzable value) perlu dlsusun aging schedule dana berguhr;

dengan ketentuan sebagal berlkut

a) ‘Dana berguhr dalam kategon lancar adalah dana berguhr

- yang .belum ~ jatuh tempo dan atau pemenuhan
kew_ajibannya'sesuai ketentuan yang ada dalam perjanjian;
b) Dana bergulir dalam kategori kurang lancar adalah dana
o bergulir yang‘fpemenuhan ‘kewajibannya tidak sesuai

kjeténtuan ‘y‘ang ada dan masih dalam periode perjanjian.



)

c) Dana bergulir dalam kategori macet adalah dana bergulir
yang pinjamah/ sisa pinjaman' yang ada telah melewati
tanggal jatuh tempo. |

Cadangan penyisihan investasi non permanebn diperhitungkan

atas pinjaman dalam katégori macet dengan menggunakan

perhitungan 50 % dari Klasifikasi pinjaman macet untuk

'pijaman yang didukung dengan jaminan (agunan) dan 75 %

apabila tidak ada jaminan/agunan.

~j. Investasi Permanen

1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
2) Investasi permanen terdiri dari :

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan
Negara/perusahaan daerah, lerribaga keuangan Negara,
badan hukum milik Negara, badan internasional dan
badan hukum lainnya bukan milik Negara; |

‘b) [nvestasi permanen lainnya.

k. Pengukuran Investasi Permanen

 Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya

penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya
perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri
ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan

investasi tersebut.

1. Pengakuan hasil investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari
penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya
menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil
investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas,
bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah daerah akan dicatat

mengurangi nilai investasi Pemérintah Daerah dan tidak dicatat

~ sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam

bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi
Pemerintah Daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan

dengan jumlah yang sama.



- G. Aset Tetap

- 1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
' leblh dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

‘ Pemerlntah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
2. Aset Tetap terdiri dari :

a. Tanah;

Peralatan dan Mesin;

o

c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi;
e. Aset Tetap Lainnya;‘
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
g. Akumulasi Penyusutan
Klasifikasi aset tetap diuraikan sebaga1 berikut :
a. Tanah
1) Tanah yang dlkelompokkan dalam aset tetap adalah tanah -
" yang dimiliki atau diperoleh. dengan maksud untuk
digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah
dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah
termasuk tanah yéng digunakan untuk bangunan, jalan,
. irigasi, dan jaringan.
E 2) Pengakuan Tanah
' Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya

dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum |

A _"serta perundang-undangan yang berlaku di Negara tempat
. Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan
B adanya penguasaan yang bers1fat permanen R
o 3) Pengukuran Tanah
Tanah diakui pertama kah sebesar biaya perolehan Blaya
. perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan
tanah, biaya- yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh
hak,.biaya pen‘latangan, pengukuraﬁ, penimbunan, dan biaya
lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Nilai tanah jugaf meliputi nilai bangﬁnan tua yang terletak
~pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut

‘dimaksudkan untuk dimusnah_kan.



4) Pengungkaan tanah

Dalam catatan ‘atas laporan keuangan dlungkapkan dasar

pemlalan yang d1gunakan, 1nforma31. penting lalnnyal‘

- sehubungan tanah yang tercantum dalam 1neraca;, serta

- jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

b Peralatan dan Mesm

1) Peralatan dan mesm mencakup antara 1a1n . alat berat alat i

angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanlan alat'

kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan

pemancar alat kedokteran dan kesehatan alat laboratorlum

~alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi; alat pemboran;

 alat produks1 pengolahan~ dan pemurnian; alat bantu E

' eksplora81 alat keselamatan kerja, alat peraga ‘dan unit

2)

peralatan proses produks1 yang masa manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan dan dalam kond151 siap dlgunakan
Pengukuran peralatan dan Mesin ' ‘

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggarhbarkan" |
jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh |
peralatan dan mesin tersebut sampai siap paka1 Blaya ini
antara 1a1n meliputi harga pembelian, blaya pengangkutan
biaya 1nstala31 ~serta b1aya langsung lalnnya ‘untuk
memperoleh dan memper31apkan sampal peralatan dan mesm,
tersebut siap dlgunakan - |

Pengungkapan Peralatan dan Mesm

, Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan dasar -

_penﬂalan yang: dlgunakan 1nformas1 " penting 1a1nnya

o ksehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum

dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi

peralatan dan mesin apéibila ada.

c. Gedung dan Bangunan ;

1) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan‘

bangunan yang dibeli atau dlbangun dengan maksud untuk

dlgunakan dalam kegiatan operas1ona1 pemermtah dan dalam

o kOl’ldlSl 81ap d1gunakan Gedung dan bangunan di neraca



- 'meliputi antara lain bangunan gedung; monuman; bangunan

2)

menara; dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan-

Biaya perolehan untuk memperoleh gedung dan bangunan
sampai siap .pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan
IMB, notaries, dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan bangunan

Dalam Catatan atas Laporan keuangan, diungkapkan dasar
penilaian yang digunakah, infofmasi penting lainnya
sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum
dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung

dan bangunan apabila ada.

- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1)

Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan
jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan,

irigasi,” dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan

~ jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini

2)

tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan
jalan, irigasi, dén jaringan. Tanah yang diperoleh untuk
keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
Pengukuran Jalan,.Jaringan, dan Instalasi

Biaya 'perolehan jalan,  jaringan, dan instalasi
menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai.

Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan

, biaya—biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan

3)

instalasi tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar

penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya

’sehubungan kdengan' jalan, jaringan, dan instalasi yang

tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk

akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.



e. Aset Tetap Lalnnya

1) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

3)

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional -
pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap

lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi

perpustakaan/buku dan barang =  bercorak
seni/ budaya /olahraga.
Pengukuran Aset Tetap Lamnya

Biaya perolehan aset tetap lamnya menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut
sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Dalam Catatan atas laporan keuangan, diungkapkan dasar |
penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya'
sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum
dalam neraca,.ser"ca jumlah komitmen untuk akuisisi aset

tetap lainnya apabila ada.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

1)

2)

3)

Konstruksi - dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang |
sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal
neraca belum selesai dibangun Seluruhnya. Kohstruksi dalam
pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gédung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya ~membutuhkan .suatu periode waktu
tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak
konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu
tertentu. Periode waktu perolehan'tersebut bias kurang atau
lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aSet dapat dilakukan dengan membangun sendiri
y(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak
konstruksi. o v

Konstruksi dalam pengerjéan ini apabila telah selesai
dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi

menjadi aset tetap sesuai dengan kelbmpok asetnya.



4) Kbntrak Konstruksi
Kontrak konstruksi dapaf berkaitan - dengan perolehan
sejumlah aset yang bérhubungan erat atau saling tergantung
satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau
tujuan, dan pe.nggunaan utama.

S) Pengaklian Konstruksi dalam Pengerjaan.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai ‘Konstruksi

dalani Pengerjaan jika:

‘a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang
akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan
diperoieh;

b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara anadal;
dan |

c. Aset tersebut masih dalam proses pengérjaan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aet yaﬁg
dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintaﬁ
Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka
panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset
tetap. .

~ 7) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap
yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dah

b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan
perolehan. _ o

8) Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

. a Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya

perolehan. ' ‘

b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara
lain : 7 |
(1) Biaya yang berhubungan léngsung dengan kegiatan

konstruksi;

(2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada
umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi
tersebut; dan |

(3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan

konstruksi yang bersangkutan.



9) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu ehtitas harus mengungkapkan informasi mengenai
Konéfruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut
tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

- ¢. Jumlah ‘biaya yang telah dikeluarkan;
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan

e. Retensi

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap/batasan kapitali.sasiv :
" (capitalization tresholds) adalah pengeluaran pengadaan baru atau
penambahan nilai aset ‘tetap'dari hasil péngembangan, reklasifikasi,
atau = renovasi yang dicatat sebagal tambahan aset baru atau
menambah nilai aset yang telah ada
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi : |
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sam
dengan atau lebih dari Rp. 350. 000,00 (t1ga ratus lima puluh
- ribu rupiah) _
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan, yang sama dehgan
atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan
terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan

aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

o bercorak kesenian. _
5. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap
" a. Setelah perolehan, ‘masih terdapat biaya-biaya yang muncul
selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan
(maintenance), penambahan (additions), penggantian
(replacement) atau perbaikan (repairs). |
b. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap
setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal
(capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue
- expendltures)
C. BelanJa untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset

tetap atau aset lalnnya yaitu belanja pemeliharaan yang



dikapitalisasi dapat dimasukkan sebagai belanja modal, jika

memenuhi persyaratan sebagai berikut : ’ A

1) Pengeluarah tersebut mengakibatkan bertambahnya masa
manfaat, | kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah |
dimiliki;

2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai

~ kapitalisasi aset tetap/aset lainnya; |

3) Pertambahan masa manfaét adalah bertambahnya umur
ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
Misalnya, sebuah gedung yang semula diperkirakah
mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7

| pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung
tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya
renovasi tersebut, maka umur gedung berubah dari 10 tahun
menjadi 15 tahun; | o

4) Peningkatan kapasitaé adalah bertambahnya kapasitas atau
kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah
generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan
renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW;

5) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas aset
tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa
tanah atau kerikil ditingkatkan menjadi jalan aspal /,hbtmix;

6) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau
satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, 'penambahan
luas bangunan suatu gedung dari 400m2 menjadi 500 m2.

6. Pengakuan Aset Tetap | 7
a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus
berwujud dan memenuhi kriteria :

1) Mempunyai-masa manfaatylebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

3) Tidak dimaksudkan unti.lk dijual dalam operasi normal
entitas; dan | ' ,

- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
'b. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan |
oleh ' Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan

‘operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



c Pengakuan aset tetap akan sangat andal b1la aset tetap telah

d1ter1ma atau dlserahkan hak kepemlhkannya dan atau pada
saat penguasaannya berpmdah |
7. Pengukuran Aset Tetap ,

a. Aset tetap dinilai dengan biaya pefblehan. Apabila pehilaian’ aset
tetap dengari ' ‘mehggunakan - biaya - peroléhan ' tidak
memungkinkan maka nilai aset fetap dldasarkan pada nilai
WaJar pada saat perolehan ' ‘

~b. Biaya perolehan adalah _]umlah kas atau setara kas yang
- dibayarkan atau n11a1 WaJar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu as'et' ‘pada saat perolehan ataﬁ konstruksi
sampa1 dengan aset tersebut dalam ‘kondisi dan tempat yang .

siap untuk d1pergunakan , ;
- c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dar1 harga belinya atau

7 konstruksmya, termasuk bea impor dan setiap blaya yang dapat ;
d1atr1bus1kan secara langsung dalam membawa aset tersebut-;
dapat beker_]a untuk penggunaan yang dimaksudkan.

'd. Contoh blaya yang dapat d1atr1bus1kan secara langsung adalah :
kl) B1aya persiapan tempat ' ) |
- 2) ‘Biaya penglrlman awal (initial delzvery) dan biaya 31mpan dan
bongkar muat (handllng cost); |
3) Biaya pemasangan (installation cost),
- 4) Biaya profesmnal seperti arsitek dan 1ns1yur, |

b ‘S)v Blaya konstruk51 dan '

6) B1aya kepanitiaan.
8 Pemlalan Awal Aset Tetap

a Barang berwujud yang memenuh1 kuahﬁkam untuk d1aku1

sebagal suatu aset dan dlkelompokkan sebagal aset tetap, pada .

awalnya hams diukur be}"dasarkan biaya perolehan. |
b. Bila aset tetap diperoleh dengan'tar_xpa nilai; biaya aset tersebut
. dalah sebesar nilai wajar'pada saat aset »ters"ebut diperoleh. |
c. 'Untuk aset tetap yang secara ﬁs1k d1ketahu1 keberadaannya dan

| Jelas penguasaannya = namun belum dicatat sebagai aset
Pemerintah Kabupaten Karanganyar,, “dinilai - sebesar harga
S5 ~perolehan atau nilai wajar Saat perolghan. Apabila penilaian
; dengan 2 (dua) metodev terSébut tidak mémuhgkinkan, aset tetap

dapat dicatat berdasar nilai wajar yang diestimasikan.



9. Perolehan Secara Gabungan

 secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan ) harga o

. Biaya perelehan,;dari masing-inasing aset 'tetap yang diperoleh'

 gabungan tersebut berdasarkan perbandmgan nilai wajar masing-

b masmg aset yang bersangkutan

10 Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

11

12.

‘a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalu1 pertukaran atau

: pertukaran sebaglan aset tetap yang tidak berupa serupa atau |
aset lalnnya Blaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan
nilai WaJar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai

~ tercatat asset yang dilepas setelah d1sesua1kan dengan jumlah

“setiap kas 'atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran‘ atas suatu ’
aset yang serupa yang mem1hk1 manfaat yang serupa dan

mem111k1 nilai WaJar yang serupa. Suatu aset tetap. Juga dapat SR

dllepas dalam pertukaran dengan kepemlhkan aset yang serupa.

Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian

yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh -

dicatat "scbesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang .
'dllepas | e e |
Aset Donasi , . ‘
Aset tetap yang d1peroleh dari sumbangan (dona31) harus d1catat
sebesar n11a1 wajar pada saat perolehan

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expendztures)

s Pengeluaran ‘setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

memperpanjang masa  manfaat atau yang' kemungkinan besar

. memben manfaat ekonomlk di masa. yang akan ‘datang dalamv

: bentuk kapa81tas, mutu produks1 atau penmgkatan standar

klnerja, harus d1tambahkan pada nilai tercatat aset yang

g bersangkutan

18

Pengukuran Ber1kutnya (Subsequent Measurement) »
‘Aset tetap d1sa11kan berdasarkan blaya perolehan aset tetap
~ tersebut. Apab11a terjadi kondisi yang memungkmkan penilaian

; , kembah maka aset tetap akan d1sa31kan dengan penyesualan pada

i masmg-masmg akun aset tetap



14. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)
' Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak

diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah

15.

16.

menganut penilaian aset berdasarkan biayaperolehan atau harga

pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan

berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku secara

nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Ret_irement and Disposal)

a.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau
bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak
ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. | , |

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah
Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus

dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan Aset Tetap

- Laporan keuangan' harus mengungkapkan untuk masing-masing

- jenis aset tetap sebagai berikut ;

- a.

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat (carrying amount);

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan : |

1) Penambahan; -

2) Pelepasan;

3) Akumulasi penyusutari dan perubahan nilai, jika ada;

4) Mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan, melipﬁti :

1) Nilai penyﬁsutan; _
2) Metode penyusutah yaing digunakan;

'3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan
akhir periode. |
Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;



k 2) Kebijakan akuntansi untuk - kapitalisasi yang berkaitan o
' dengan aset tetap, g : ’ | o
3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
dan
4) Jumlah komltmen untuk aku1s1s1 aset tetap
; 17 Jika aset tetap tidak dlcatat pada Jumlah yang dinilai kembah,
‘ hal-hal berikut harus dlungkapkan R '
a. Dasar peraturan untuk men11a1 kembah aset tetap,
o , b Tanggal efektlf pemlalan kembah
c Jika ada, nama pen11a1 independen;
~d. Hakikat setlap petunjuk yang dlgunakan untuk menentukan‘
: kblaya penggant1, dan

e kN11a1 tercatat setiap jenis aset tetap.

‘H.'Dana Cadangan » ,
. 1 Dana cadangan adalah dana yang d131s1hkan untuk menampung‘
kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat
- ,dlpenuhl dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan
dana yang d1s1s1hkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan

belanja pada masa datang. -

2 Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur = -

'dengan Peraturan Daerah, sehlngga dana cadangan tidak - dapat
i d1gunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan
v b1asanya dlgunakan untuk pembangunan aset, m1sa1nya rumah sakit,
7 pasar induk, atau gedung olahraga. |

3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk leb1h dari satu peruntukan

Apab11a terdapat leblh dari satu peruntukan maka dana cadangan -

i d1r1nc1 menurut tuJuan pembentukannya.

I Aset La1nnya ,
1 Aset lalnnya adalah asset Pemermtah Daerah yang t1dak dapat -
| d1k1as1ﬁka31kan sebaga1 asset lancer, 1nvestas1 Jangka panJang,, 1
:  ‘ asset tetap, dan danacadangan.

2. Aset lalnnya terd1r1 dari : A

. a. Taglhan Plutang Penjualan Angsuran ;

i b. Tagihan Tuntuan Ganti Keruglan Daerah; -

c. Kemitfaan dengan Pihak Ketiga;



d Aset Tldak Berwujud

“e. Aset La1n lam

’ Dapat dijelaskan sebagai berikut :

2 a. Tagihan Piutang Pénjudlan Angsuran

1) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan _]umlah yang'

,2)

Jdapat diterima dar1 pen_]ualan asset Pemerintah Daerah

secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh ‘
tagihan penjUalan angsuran antara lain adalah penjualan

rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Taglhan P1utang Penjualan Angsuran

Tagihan pen_]ualan angsuran d1n11a1 sebesar nilai nominal dar1

- kontrak/ berlta acara penjualan asset yang bersangkutan‘

setelah d1kurang1 dengan angsuran yang telah dlbayarkan“

oleh pegawal ke kas umum daerah atau daftar saldo tag1han

penjualan angsuran

b. Tagzhan Tuntutan Gantz Kerugzan Daerah

1)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang

- dilakukan' terhadap bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh

Pemerintah Daerah séb‘agai ‘akibat langsung ataupun tidak .

langsung dari ‘suatu perbUatan‘ melan'ggar hukum yang |

- dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalamv

_2)

pelaksanaan tugas kewa_ubannya

Tuntutan Ganti Rug1 (TGR) merupakan suatu proses yang‘

dilakukan terhadap pegawai negeri bukan,bendahara dengan

© tujuan untuk menuntut penggantian étas suatu kerugian-

‘yang diderita oleh Pemerintah Daerah -sebagai akibat

langsung ataupun tidak 1angsung dar1 suatu kelalalan dalam o

i pelaksanaan tugas kewaj ibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Keruglan Daerah

4 a) Tuntutan Perbendaharaan d1n11a1 sebesar nilai nommalk

dalam Surat Keputusan ‘Pembebanan setelah d1kurang1
dengan setoran yang telah d1lakukan oleh bendahara yang :
bersangkutan ke kas umum daerah ‘ :
b) Tuntutan Gant1 Rugi dinilai sebesar nilai nommal dalam

: Surat Keterangan Tanggung;awab Mutlak (SKTM) setelah



dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh
pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
‘c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih
yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan
yang_ dikendalika bersama dengan “menggunakan asset
dan/atau hak usaha yang dimiliki.
-~ 2) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapa’t berupa :
| a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
(1) Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk
kerjasama berupa pemanfaatan asset Pemerintah
Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara
pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
~dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
| mehdayagunakannya dalam jahgka waktun tertentu,
untuk  kemudian  menyerahkannya = kembali
bangunan dan tau Saraha lain berikut fasilitasnya
kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya
. jangka waktu yang d1sepakat1 (masa konsesi). Dalam
perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh
masing-masing pihak.
~ (2) Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan asset oleh
pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah
sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan
pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun
disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah,
pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat
rendah. Penyerahan dan pembayaran asset BKS ini
* harus diatur dalam perjanjian/ kontrak kerjasama.
(3) Pengukuran BKS | |
Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai
asset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihék
ketiga/investor untuk membangun asset BKS 7
tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan
terpisah dari Aset Tetap. |




b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

(1) Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan’
asset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/ investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan asset yang
dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk

dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan asset
tersebut.

(2) Penyerahan asset oleh pihak ketiga/investor kepada
Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban
Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran'
kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh
Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara
bagi hasil.

(3) Pengukuran BSK
Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesaf nilai
perolehan asset yang dibangun, yaitu sebesar nilai
asset yang diserahkan pemérintah ditambah dengan

‘jumlah asset yang dikeluarkan oleh ‘- pihak

ketiga/investor untuk membangun asset tersebut. .

d. Aset Tidak Berwujud

1)

2

Aset tidak berwujud adalah asset tetap yang secara fisik tidak
dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau‘digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual. Contoh asset tidaj berwujud adalah hak
paten, hak cipta, hak merek,b serta biaya riset dan
pengembangan. Aset tidak berwﬁjud dapat diperoleh melalui
pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah
Daerah. |
Aset tidak berwujud meliputi :

a) Soﬁware computer yang dipergunakan dalam jangka

waktu lebih dari satu tahun.




b) Lisensi dan franchise ;

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang pétén
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu. -

c¢) Hak Cipta (copyright), paten, dan hak lainnya
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau mempernanyak
ciptaannya atau memberikan iz_in untuk itu dengan tidak
mengurangi pvembatasan-pcmbatasan menurut peraturah
perundang-undangan.: _ R |
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
képada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di
bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksankan sendiri invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya. |

d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang |
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang
memberikan manfaat ekonomis dan/atau social di masa
yang akan dating yang dapat diidentifikasi sebagai asset.
Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak
‘memberikan manfaat ekonomis dan/atau social maka

tidak dapat dikapitalisasi sebagai asset tidak berwujud.

é. A'sét Lain-lain ,
Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang |
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud,
’Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan,

, Tuntutén Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
Contoh dari asset lain-lain adalah asset tetap yang dihentikan

dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.




J. Aset Bersejarah (Heritage Assets) ‘
Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk asset
bersejarah (heritage assets) di neraca namun asset tersebut harus

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

K. Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

1. Beberapa asset biasanya dianggap sebagai asset infrastruktur.
Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, asset
ini biasanya mempunyéi karakteristik sebagai berikut :

a. Merupakan bagian dari sati system atau jaringan;
b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternative lain penggunaannya;
- c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

2..Walaupun kepemilikan dari asset infrastruktur tidak hanya oleh

Pemerintah Daerah, asset infrastniktur secara signifikan sering

'dijumpai sebagai asset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur
- memenuhi definisi asset tetap dan harus diperlakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini. Contoh dari
asset infrastruktur»adalah jaringan, jalan dan jembatan, system

pembuangan, dan jaringah komunikasi.

L. Aset Militer (Military Assets)

Peralatan militer, baik yang umum maupun‘ khusus, memenuhi

definisi asset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip yang ada pada kebijakari ini.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
A, Tujuan ‘
” Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan
akuntansi - kewajiban meliputi saat ‘pengakuari, penentuan nilai
tércatat, amortisaéi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap

kewajiban tersebut.

' B. Definisi
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
‘ penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

- Pemerintah Daerah.



C Klas1ﬁkas1 Kewa_]lban , ;

' Dalam neraca Pemerintah Daerah kewajlban disajikan berdasarkan
11ku1d1tasnya dan terbagl menJad1 dua kelompok besar, ya1tu .
Kewajiban Jangka Pendek dan Kewa_]lban J angka Panjang.

Kewaﬂban Jangka Pendek e ,
' ’1 Suatu kewajiban d1k1as1ﬁka51kan sebaga1 kewajlban Jangka pendek ,
: jika dlharapkan d1bayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan
S 2, Utang Perhltungan P1hak Ketlga (PFK), terd1r1 dari :
 a UtangIWP |

Utang Askes ‘

Utang PPh Pusat

Utang PPN Pusat

Utang Taperum

Utang Perhltungan Pihak Ketlga La1nnya :

om0 e DB

3. Pada akh1r periode pelaporan, saldo pungntan/ potongan berupa
'kPFK yang belum d1setorkan kepada pihak lain harus dicatat pada ,

v : :_ laporan keuangan sebesar _]umlah yang ma31h harus disetorkan. .
4. Jumlah pungutan/ potongan PFK yang dllakukan Pemerlntah :
S Daerah harus diserahkan kepada plhak 1a1n sejumlah yang sama
| dengan Jumlah yang dipungut/ dlpotong “Pada akhir per1ode

‘pelaporan b1asanya masih terdapat saldo pungutan/ potongan yang -

belum dlsetorkan kepada pihak  lain. - Jumlah  saldo L

: "pungutan / potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan '
’ ~ sebesar _]umlah yang mas1h harus d1setorkan
; l 5 Utang bunga, terdiri dari : |
- _:a. Utang Bunga kepada Pemerintah Pusatr -
. b. Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya -
b ~¢. Utang Bunga kep‘ad‘a BUMN/ BUMD B
~ d. Utang Bunga jepada Bank/Lembaga Keuangan
i e. Ufang Bunga Dalam Negeri Lainnya :
; f. Utang Bunga Luar Negeri |
;6.;Utang bunga atas utang Pemerintah Daeah harus d1catat sebesar
. : blaya bunga yang telah terjadi dan belum d1bayar ‘Bunga dimaksud
dapat berasal dar1 utang Pemerintah Daerah baik dari dalam

' ‘maupun luar negeri. Utang bunga atas utang ‘Pemenntah Daerah



yang belum d1bayar harus d1aku1 pada setlap akhlr perloder'
pelaporan sebaga1 baglan dari kewajlban yang berkaltan

. Pengukuran dan penyajlan utang bunga di atas _]uga berlaku untuk

"'sekur1tas Pemermtah Daerah yang d1terb1tkan pemermtah pusat

‘dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang d1terb1tkan oleh

| :Pemermtah Daerah Propinsi, kota, kabupaten) dalam bentuk dan

1 : substan81 yang sama ‘dengan SUN.

. Utang Pajak, terd1r1 dari : - _
‘a. Utang Pemotongan PaJak penghasﬂan Pasal 21

b Utang Pemotongan Pa_]ak penghasilan Pasal 22 ‘,
¢. Utang Pemungutan’Pajak' Pertambahan Nilai |

. Baglan Lancar Utang J angka PanJang, terd1r1 dari :

oA Utang Bank
b. ”gUtang Obhgasi :

o (4;,' Utang Pemerintahil'?usat
d. U’;ang Pemerintah Propinsi
~e. Utang pemerintah Daerah/Kota

10. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian;'

lancar utang jangka panjang adalah jnrnlah yang akan jatuh tempo -

~dalam  waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. f
4Termasuk dalam Kkategori Baglan Lancar Utang Jangka PnJang' ‘

~adalah jumlah baglan utang _]angka panJang yang akan jatuh tempo L

o 'i,dan harus d1bayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

11,

- tanggal pelaporan '

Pendapatan Diterima Dlmuka, terd1r1 dari :

~a. Setoran Kleblhan Pembayaran Kepada Pihak Il

b Uang Muka Penjualan Produk Pemerlntah Daerah dar1 P1hak I

e C. Uang Muka Lelang PenJualan Aset Daerah
12 |

Utang J angka Pendek Lainnya

Kewa_uban lancar lainnya merupakan kewa31ban lancer. yang tldak L

‘termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban

~lancer lainnya tersebut adalah biaya yang : masih‘harus“dibayar’f

: : ‘pada saat pelaporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing- .

o masing item dlsesualkan dengan karakterlstlk masmg—masmg pos

tersebut, misalnya ;utang pembayaran gaji kepada pegawai d1n11a1v',

;lberdasark’an: jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa

yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. o



Contoh 'lainnyar ,adaylah‘ penerirknaan‘ pcmbayaran di muka atas

‘ i penyerahah barang atau jaSa Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

v .‘Kewaﬂban Jangka Panjang

o 1. Kewayban Jangka panJang biasanya muncul sebagal akibat dari

k  pembiayaan yang dilakukan oleh _Pemerlntah Daerah untukkkk "

‘:‘a.
. b
- oc
- d.

e.

,>;a
‘b.

. Utang Dalam Negeri, terdiri dari :

a

‘menutup deficit anggarannya. : a
. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban‘
‘Pemermtah Daerah yang waktu Jatuh temponya lebih dari 12 bulan

: seJak tanggal pelaporan

: ‘Kewajlban Jangka panjang terdiri dar‘i':‘"

Utang Dalam Negeri;
Utang Luar Negen

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Utang‘jDalam Negeri ~Obligasi
Utang Pemerintah Pusat

Utang Pemerintah Propinsi

Utang Pemermtah Daerah/Kota
: jUtang Luar Negen terdiri atas Utang Luar Negerl Sektor Perbankan

. Pengakuan Kewa_uban

Kewajlban d1aku1 _]lka besar kemungkman bahwa pengeluaran

j sumber daya ekonomi akan dllakukan atau telah d11akukan
, untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan

k'perubahan atas kewajiban tersebut -~ mempunyai nilai

o penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui

pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban = -

: t1mbul

Kewajiban dapat timbul dan

1) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactzons)

. 2) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactzons),“

" sesuai hokum yang berlaku dan kebljakan yang dlterapkan

"~ belum lunas dibayar sampaidengan saat tanggal pelaporan

3) Ke3ad1an yang berkaitan dengan pemerintah (govemment— |

related event)

4) Kejadian yang diakui pemerintah (govemmentQaCknowledged

. event).



Kewa‘j‘iban T u

licatat sebesar nilai nommal Klawajlban dalam matarr -

:11_]abarkan dan dlnyatakan dal'“m mata uang rupiah.

mata uang asing menggunak: N kurs tengah bank
. tanggal neraca SR e

Wapban‘ v SO A

itang Pemer,intah" Daerah ‘_llisesuaikan dengan

S utang tersebut yang dapat berlbentuk :

>merintah  yang tidak d‘ipefjué lbeklikan' (Non-traded

nefintah yang diperjuélbelikan ! Traded Debt) -

jiban Sebelum Jatuh Tempo e

tangﬂ Pemerintah; Daerah yang 1‘liselesa’ik‘ank sebelum
na adanya ﬁtur untuk ditariki oleh penerblt (call
r1tas tersebut atau karena memenuhi persyaratan

n olehvpermlntaan pe_meganglsya maka perbedaan

slehan kembali dan nilai terdatat netonya harus

t Catatan atas Laporan Keuadgan sebagai bagian

yang berkaitan. -k

. atas pinjaman Pemerintah Dakrah harus disajikan
tar Umur (Aging Schédule) Krlditur pada Catatan

ngan sebagai bagian pengungketan kewajiban. -

gL
sasi utahg melalui modifikasit persyaratan utang,

catat dampak restrukturisasi scrl:afa prospektif sejak

si d11aksanakan dan tidak baleh mengubah nilai

da saat restruktur1sas1 kecua i J1ka nilai tercatat

amlah pembayaran kas masa ddpan yang d1tetapkan

an baru. Informasi restrulaurisasi ' ini harus -

. Catatan atas Laporan Keuapigan sebagai- bagian

yahg terkait. B o

" | c. 'Peinguk‘
Kewajib
uang as
Penjaba

- sentral"
d. Penilaia
~ Penilaia

, karaktel

1) Utan

, ‘Debt)

4 ‘2) Utan,

i D. Penyelesaian

Untuk sekurit
jatuh tempo
feature) dari
untuk penyek
antara harga
diungkapkan

dafi pos kewaj

. Tunggakan

Jumlah tungg:
dalam bentuk

atas Laporaan

. Restrukturisas

Dalam restrul
debitur harus
saat restruktu
ter'cataty utang
tersebut melek
dengan - pers)
diungkapkan

dari pos, keWaj:



G. Penghapusan Utang

L.

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela -tagihan oleh
kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah

utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya.

. Biaya-biaya yang berhubungan dengan Utang Pemerintah Daerah.

1. Biaya-biaya ‘yang berhubungan dengan utang Pemerintah Daerah
adalah biaya bunga dan blaya lainnya yang tlmbul dalam kaitan
dengan peminjaman dana. ’

2. Blaya—blaya dimaksud meliputi :

‘a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman Jangka
pendek maupun jangka panjang; _

b. Amortisasi d1skonto atau premlum yang terkait dengan
pinjaman; =

c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti
biaya konsultan, ahli hokum, commitment fee, dan sebagainya;

d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing

sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya .

bunga.

3. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan
‘perolehan atau produksi suatu asset tertentu (qualifying asset)
harus dikapitalisasi sebagai bagian ‘dari biaya perolehan asset
tertentu tersebut. |

4. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus
digunakan untuk perolehan asset maka biaya pinjaman yaﬁg harus
dikapitalisasi ké asset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-
rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh

asset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata Llang .

asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 7
2. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing

antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai

kenalkan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan



» i 3. Utang Pemerlntah Daerah harus d1ungkapkan secara rinci dalam-
bentuk daftar skedul utang untuk memberlkan informasi yang lebih
" baik kepada pemakalnya ' :
4. Untuk memngkatkankegunaan analisis | infofmasi infofmasi yang
‘ 'harus d1sa11kan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
- a. Jumlah saldo kewaJ1ban jangka pendek dan Jangka panjang yang
d1k1as1ﬁka31kan berdasarkan pemben plnjaman
~ b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemermtah Daerah
" berdasarkan jenis sekurltas utang Pemermtah Daerah dan jatuh
temponya V v
L 1c Bunga panaman yang terutang pada per1ode berJalan dan tlngkat
" bunga yang berlaku. o
d. Konsekuensi dllakukannya penyelesalan kewajlban sebelum
- jatuh tempo. | o |
~e. Perjanjian restrukti.Irisasi'utang ineliputi :
i 1) Pengurangan pinjaman; | o
| 2) Modifikasi persyaratan utang,
- 3) Pengurangan tingkat bunga plnjaman
4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
5 Pengurangan nilai jatuh tempb pinjaman;‘ dan - A
" 6) Pengurangan jumlah bunga terti‘caﬂgSainpai dengan periode-
‘pelaporan. ) X e - ‘
f Jumlah tunggakan plnjaman yang dlsa_ukan dalam bentuk daftar o
: umum utang berda‘sarkan kred;tur. : '
g. ‘Biaya pinjaman : S
- 1) Perlakuan blaya plnjaman, k
| 2) Jumlah b1aya p1nJaman yang d1kap1tahsas1 pada perlode yang
bersangkutan dan :

3) Tingkat kap1tahsas1 yang d1pergunakan

| XII KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA }
A TuJuan ‘
. wTuJuan kebljakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan,
akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan

‘akuntabilitas sebagaimana d1tetapkang oleh peraturan perundang-

~undangan.



B. Definisi
‘Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan

selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

C. Klasifikasi
Ekultas d1klas1fika31kan ke dalam :
1. Ekultas Dana Lancar;
2. Ekuitas Dana Investasi; dan
3. EkuitasDana_Cadangan.

| D. Pengakuan Dan Pengukuran Ekuitas Dana

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Dana telah d1Jabarkan berkaitan
dengan akun 1nvesta31 jangka pendek, investasi jangka panjang, asset
tetap, asset lainnya, dana cadangan, penerimaan pemblayaan,

pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

E. Ekuitas Dana Lancar

1. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancer dengan
kewajiban jangka pendek.

2. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari :

. a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA);
b. Cadangan Piutahg; |

- ¢. Cadangan Persediaan;

d. Pendapatan yang D1tangguhkan
e. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka

pendek.

F. Ekuitas Dana Investasi

1. Ekuitas " Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah
Daerah yang tertanam dalam asset nonlancar selain dana
| cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

2. Ekultas Dana Investasi terdiri dari :
a. D11nvestas1kan dalam Investasi J angka Panjang;

" b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;

c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana

Cadangan);



d. Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka

Panjang.

‘G. Ekuitas Dana Cadangan

1. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah

Daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya sesuai peraturan perundang undangan.

2 Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas D11nvesta51kan dalam Dana

Cadangan.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN
'KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA |

A.

Tujuan
‘Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas
koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar

biasa.

. Koreksi Kesalahan
1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau

beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada

periode Dberjalan.  Kesalahan mungkin timbul dari adanya
keterlambatan p'enyarripaian bukti trénsaksi anggaran4 oleh
pengguna. anggaran, kesalahan dalam penetépan standar dan
kebijakan akuntansi, kesalahan interpre_stasi fakta, kecurangan,

atau kelalaian.

. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh

signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode
sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak -

dapat diandalkan lagi.

. Kesalahan d1t1n_]au dari sifat ke_]adlannya dikelompokkan dalam 2

'(dua) jenis:

a. Kesalahan Yang tidak berulang;

- b. Kesalahan yang berulang dan signifikan.

. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang dlharapkan

tidak akan terjadi kembali yang dlkelompokkan dalam 2 (dua) jenis :



10.

11

é. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan; | ;

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistematik adalah kesalahan yang

disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi

- tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah
| penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi

~sehingga perlu dilakukan restitusi atau penambahan pembayaran

dari wajib pajak.

. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah
~ diketahui.

. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode |

berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan ada akun yang bersangkutan dalam

periode berjalan.

. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terJadl pada perlode_
- sebelumnya dan mempengaruh1 posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut belum ‘diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode

yang bersangkutan.

. Koreksi  kesalahan = atas pengeluaran  belanja  (sehingga
- mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang
“yang terjadi pada periode-periode 'sebelumnya dan mempengaruhi

- posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi asset selain

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,

- dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan la1n- 1a1n

‘akun asset, dan akun ekuitas dana yang terkait.

Koreksi - kesalahan atas pengeluaran belanja  (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi

posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset

- selain kas, apabila laporan keuangan vperiode tersebut sudah

diterbitkan, dllakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan |

lain- lain.

. Koreksi kesalahan atas  penerimaan pendapatan yang tidak

- berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
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m‘empengaruhi pOsiéi ‘kas, 'apabila laporan' kéuangan periodek

- tersebut sudah diterbitkan dllakukan dengan pembetulan pada ‘ ‘

akun ekuitas dana lancar

Laporan Keuangan | d1anggap sudah d1terb1tkan apablla sudah

o :,"dltetapkan dengan pereturan ‘daerah.

13.

" periode sebelumnya dan tidak mempengaruhl posisi kas, baik

Koreksi kesalahan yang ‘tidak berulang yang terJadl pada perlode-

sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut

‘dlterbltkan dilakukan dengan pembetulan pos- pos neraca terkalt :
ER e ',',pada periode ditemukan kesalahan
i 14, Kesalahan berulang dan sistemik sepert1 yang dlmaksud pada‘v :

: paragraf 6 tldak memerlukan korek31 ‘melainkan dicatat pada saat

 terjadi.

15.

Akibat akumulé.tif darvi' kofeksif kesalahan yang berhubungan

" dengan periode- periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan ’7 o

 pada baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

1

S C Perubahan Kebijakan Akuntans1

Para pengguna perlu membandmgkan laporan keuangan dari suatu &
entltas pelaporan dari waktu ke Waktu untuk mengetahui trend

posisi keuangan klnerja, dan arus kas Oleh karena itu, kebijakan

~akuntansi yang dlgunakan harus d1terapkan secara kons1sten pada

~setiap perlode

.4Perubahan di dalam perlakuan pengakuan atau pengukuran

akuntansi sebagal akibat dari perubahan atas basis akuntansi,

kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh
i'perubahan kebuakan akuntan31 | ; :
. Suatu perubahan kebuakan akuntan31 harus dllakukan hanya‘

yapablla penerapan‘ suatu kebijakan akuntans1 yang berbeda -

- diwagjibkan oleh pefaturan pemndang—' ﬁndangan atau standar

akuntan31 pemerlntahan yang berlaku atau apabila dlperklrakan

bahwa perubahan tersebut akan menghasﬂkan informasi mengena1 ;

: posisi keuangan, klnerja keuangan, atau arus kas yang lebih -
" relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
. Perubahan kebijakan akuntansi ~dan pengaruhnya harus

d1ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan



D. Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi
yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas
biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan
bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian,
yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-
peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya'

2.‘ Peristiwa yang berada diluar kendali atau pengaruh entitas adalah
kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak
dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadlan atau transaksi
yang berada di luar kendali atau pengarﬁh_ entitas merupakan .
~peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan Pemerintah
Daerah tertentu, tetapi peristiwa Yang sama tidak tergolong luar
biasa untuk entitas atau tingkatan Pemerintah Daerah yang lain.

3. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan ber1kut
a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entltas
b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak dlharapkan terjadi berulang,
c. Berada diluar kendali atau pengaruh entitas;

d. Memiliki dampak‘ yang signifikan tefhadap realisasi anggaran ,
atau poSisi asset/ kewajiban. _ ‘

4, Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar
biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

XIV. " KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI.

A. Tujuan . ,
Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan
*keliangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan

- PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah
~untuk tujuan umum (general purpose financial statement ) demi
‘meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.
Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk
f tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan

- bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif




k(DPRD) sebagaimana  ditetapkan dalam ke_tentuah peraturan

perundang- undangan. |

. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Laporan Keuangaﬁ Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Kéuangan.

2. Laporan Keuangan' Konsolidasian disajikan untuk periode
pelaporan yang sama dengari periode pelaporan keuangan entitas
pelaporan dan berisi jumlah kémparatif dengan periode
sebelumnya. | ‘ |

3. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi

- akun- akun timbale balik (reciprbcal account ).
. Entitas Pelaporan | |
Suatu entitas peléporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-

undangan, yang umumnya bercirikan :

1. entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan

kekayaan dari anggaran
2. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang- undangan
3. ;pimpinagn entitas tersebut adalah pejabat Pemerintah Daerah yang
_diangkat atau pejabaf yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat,
dan | | o »
4. entitas tersebut membua’ﬁ peftanggung : jawabari baik langsung
maupun tidak Iangsung kepada wakil rakyat sebagai ‘pihak yang
menyetujui anggaran. | D

. Entitas Akuntansi

Pengguna anggaran/ pengguna barahg sébagai entitas akuntansi

menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan

vsehubungan dengan anggaran/ ‘barang yang dikelolanya yang

ditujukan kepada entitas pelaporan.

- E. Prosedur Konsolidasi

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan

cara  menggabungkan dan menjumlahkan akun = yang

diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan

~ PPKD dengan mengeliminasi akun timbale balik.
2. Entitas pelaporan menyusun laporan = keuangan dengan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi

termasuk BLUD yang secara organisatoris berada di bawahnya.

A



KEBIJAKAN KAPITALISASI PENGELUARAN BELANJA UNTUK ASET TETAP

PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. Daftar Jenis Aset Tetap,
Kapitalisasi Perolehan Awal

Prosentase Penyusutan Per Tahun dan

asrama, gudang,
fasilitas ~umum
lainnya.

1 Tanah . 0% Pembelian / Seluruhnya
Perolehan (termasuk biaya
Lainnya umum dil)
2 Jalan 5% Pembangunan Seluruhnya Permen PU :
jalan (termasuk biaya | 13/PRT/M/20
umum dlj) 11
3 .| Jembatan 3% Pembangunan Seluruhnya Permen PU :
. ' jembatan (termasuk biaya | 13/PRT/M/20
- umum dll) 11
|4 Bangunan Air 10% Pembangunan Seluruhnya
| saluran air. (termasuk biaya
: umum dll)
Pembangunan "~ Seluruhnya
bendungan (termasuk biaya
/embung - - umum dli)
Pembangunan Seluruhnya
tanggul banjir (termasuk biaya -
: ) umum dll)
5 Instalasi 7,5% Pembangunan Seluruhnya
- installasi air (termasuk biaya
bersih, sumur umum dll .
bor '
Pembangunan Seluruhnya
installasi air (termasuk biaya
kotor/ limbah umum dll
Pembangunan Seluruhnya
| installasi gas. {termasuk biaya
umum dll
Pembangunan - Seluruhnya
installasi (termasuk biaya
pengolah sampah umum dll
6 Jaringan 5% Pembangunan Seluruhnya
jaringan air (termasuk biaya
minum ' umum dll
(perpipaan)
Pembangunan Seluruhnya
jaringan {termasuk biaya
, telephone/ listrik umum dil
7 | Bangunan/ 5% Pembangunan Seluruhnya
Gedung gedung  kantor, (termasuk biaya
rumah dinas, umum dll




8 | Monumen 5% Pembangunan clurunmnya
Monumen, Tugu, (termasuk biaya
Taman, Trotoar, umum dll
. Rambu, Baliho
9 Alat-Alat 7,5% Alat besar/ berat, Seluruhnya
Berat o dumptruck, (termasuk biaya
' loader,  crane, umum dll
skywalker,
tandem roller,
alat berat
lainnya.
10 | Kendaraan - 7,5% - Pembelian 2Rp. 350.000/
' kendaraan, item
mobil,’ minibus, :
sepeda motor,
truck, gerobag.
11 | Alat Bengkel/ 5% Pembelian = alat 2Rp. 350.000/
: Ukur bengkel, las, alat item
ukur.
12 | Alat Pertanian 7,5% Pembelian  alat 2Rp. 350.000/
pertanian. item
13 | Alat Kantor 7,5% Pembelian  alat 2Rp. 350.000/
dan. Rumah kantor item
Tangga
Pembelian  alat 2Rp. 350.000/
dapur & rumah © item
tangga
Pembelian 2Rp. 350.000/
komputer item
Pembelian 2Rp. 150.000/
: meubelair item
14 | Alat  ~Studio, 7,5% Pembelian  alat zRp. 350.000/
: Komunikasi ' studio audio/ item
visual
Pembelian  alat 2Rp. 350.000/
pemetaan item
Pembelian  alat 2Rp. 350.000/
komunikasi / item
telephon ‘
Pembelian  alat 2Rp. 350.000/
komunikasi radio item
Pembelian alat- zRp. 350.000/
alat sandi, item
Pemancar.
15 | Alat-Alat 10% Pembelian ~ alat 2Rp. 350.000
Kedokteran ’ kedokteran
16 | Alat 10% Pembelian =~ alat 2Rp. 350.000
Laboratorium laboratorium
17 | Buku 10% Pembelian - buku Seluruhnya
Perpustakaan bacaan, peta :
Pembelian karya 2Rp. 350.000
grafika
Pembelian 2Rp. 350.000
dokumentasi
VCD




Siaran, dll.

18 | Barang 10% Pembelian 2Rp. 350.000
Bercorak Seni lukisan, alat ,
dan Budaya kesenian, alat

olah raga, benda
bersejarah.

19 | Alat-Alat 7,5% Pembelian  alat zRp. 350.000
Persenjataan keamanan Satpol
/ Keamanan

20 | Turus Jalan 0% Turus Jalan, Seluruhnya

Pohon Pelindung (termasuk biaya
umum dll

21 | Aktiva Tak 10% Program Aplikasi 2Rp 5.000.000

Berwujud Software, Ijin o




B. Daftar Jenis Aset Tetap, Prosentase Penyuéutan : Per Tahqn dan
Kapitalisasi Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

1 Tanah 0% Pematangan 2Rp.5.000.000/
R : 7| tanah,  seperti | bidang - =
pembongkaran SRR
bangunan tua |- -
yang - ada di
atasnya, o
pengurukan/
peninggian, 4
pembuatan talud,
pagar  (kondisi
belum ada |
‘bangunannya)
Biaya yang | - Seluruhnya ]
berkaitan dengan : ‘ e
perolehan~ . hak
atas tanah,
| seperti: - pajak,
-biaya - B
pengukuran,
biaya - legal,
sertifikasi. "
27 | Jalan- 5% - | Perpanjangan Seluruhnya Permen PU :
] D - | jalan - - (termasuk biaya | 13/PRT/M/2 |.
' umumdll) | 011 o
Pelebaran jalan Permen PU :
- 13/PRT/M/2
| : 011 |
Peningkatan/pen - Seluruhnya Permen PU :
ambahan (termasuk biaya .| 13/PRT/M/2
kualitas jalan umum dll) 011 ,
Pemeliharaan - Seluruhnya Permen PU :
Berkala Jalan - (termasuk biaya |- 13/PRT/M/2
' umumdl) | 011 | ~
Bangunan : Seluruhnya Permen PU :
Pelengkap ~ Jalan | (termasuk biaya | 13/PRT/M/2"
(talud dan lain- umum dll) 011 |
lain) ‘ |
|3 | Jembatan 3% Penggantian Seluruhnya Permen PU :
ol : ‘ jembatan “(termasuk biaya | 13/PRT/M/2
: ' umum dll) - | 011
Pelebaran Seluruhnya ~ | Permen PU :
jembatan - ‘(termasuk biaya | 13/PRT/M/2
" ~umumdl) | o011 |
| Peningkatan Seluruhnya Permen PU :
| kualitas (termasuk biaya | 13/PRT/M/2.
jembatan umum dll) 011 | ‘

-
\
4




B. Daftar Jenis Aset Tetap, Prosentase Penyusutan Per Tahun dan

|
l
|
|

Kapitalisasi Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expendltures)

k Pmatangan

4
tanah, seperti | bidang ‘ f
pembongkaran o ; |
bangunan tua ; |
yang ada di |
atasnya,
pengurukan/ ‘
peninggian,
pembuatan talud,
pagar  (kondisi
belum ada
1 bangunannya)
Biaya yang | Seluruhnya
berkaitan dengan !
perolehan hak j
atas tanah, |
seperti: pajak, ,
-biaya |
pengukuran, ‘z
biaya “legal, 3
sertifikasi. J
2 Jalan 5% Perpanjangan Seluruhnya Permen PU :
jalan (termasuk biaya | 13/ PRT /M/2
umum dlf) 011 |
Pelebaran jalan Permen PU :
' 13/PRT/M/2
: 011 |
Peningkatan/pen Seluruhnya Permen PU ;
ambahan (termasuk biaya | 13/ PRT/M/2
kualitas jalan umum dll) 01 1 {
Pemeliharaan Seluruhnya Permen PU:
Berkala Jalan (termasuk biaya '13 / PRT /M/2
, umum dll) 011 |
Bangunan Seluruhnya Permen PU :
Pelengkap Jalan | (termasuk biaya 13 / PRT/ M/2 -
(talud dan lain- umum dli) 011 ;
lain) | ;
3 Jembatan 3% Penggantian Seluruhnya iPermen PU :
jembatan (termasuk biaya 13/ PRT /M/2
_umum dll) 011 |
Pelebaran Seluruhnya Permen PU :
jembatan (termasuk biaya ‘13 / PRT/ M/2
umum dli) 011 |
Peningkatan Seluruhnya {Permen PU :
kualitas (termasuk biaya tlS/PRT/M /2
jembatan . umum dll)

jOll ‘

i
|
|




Komunikasi

14 Bangunan Air 10% Perpanjangan/pel | 2Rp10.000.000 ‘
ebaran  saluran |- . '
air ~ 1
} |
Perluasan waduk | 2Rp10.000.000 i
Perluasan 2Rp10.000.000
bendung ' L
Peninggian 2Rp10.000.000
tanggul banjir
5 Instalasi . 7,5% Perpanjangan 2Rp10.000.000
o installasi air :
bersih/ minum
Perpanjangan 2Rp10.000.000
installasi air A
kotor/ limbah
Perluasan 2Rp10.000.000 -
installasi :
pengolah sampah
6 Jaringan 5% Perpanjangan Seluruhnya
jaringan air | (termasuk biaya
minum umum dil
Penambahan Seluruhnya
jaringan listrik _(termasuk biaya
umum dll
Penambahan Seluruhnya |
jaringan telepon (termasuk biaya
umum dil
7 Bangunan/ 5% Penambahan 2Rp10.000.000
Gedung luas/volume, /bangunan
manfaatbanguna
n/gedung/
kontruksi.
8 Monumen 5% Penambahan 2Rp10.000.000
~ luas/volume, /bangunan
manfaat
monumen
10 | Kendaraan 7,5% Modifikasi, 2Rp. 350.000/
Darat penambahan item -
aksesoris
- kendaraan
11 | Alat 5% Modifikasi, 2Rp. 350.000/
Bengkel/Alat penambahan item
Ukur aksesoris .
12. | Alat Pertanian 7,5% Modifikasi, 2Rp. 350.000/
penambahan item
aksesoris ‘
13 [ Alat Kantor 7,5% Modifikasi, 2Rp. 350.000/
dan RT penambahan item S
aksesoris
14 | Alat Studio 7,5% ¢ Modifikasi, 2Rp. 350.000/
dan penambahan _item '
aksesoris ‘

[



.-” . ‘ ; : . ] . *:‘\T‘
No | Jenis Aset | Penyusutan i Pengeluaran : | Keterangan
s 4 6
' o Modifikasi alat
pemetaan-
.® Modifikasi alat
~‘’komunikasi/ o
telephone
* Modifikasi alat
komunikasi
radio o
» Modifikasi alat-
- alat sandi-
[15 [Alat-Alat 10% | Modifikasi alat | =Rp. 350.000
" I'Kedokteran = kedokteran ARG
16 | Alat - 10% Modifikasi - alat.| ~2Rp. 350.000
Laboratorium ’ laboratorium ; :
17- | Buku 10% - : - NIHIL
~ | Perpustakaan , : ‘
118 | Barang - 10% NIHIL
‘ Bercorak Seni -
dan Budaya
19 | Alat-Alat 7,5% TNEL
| Persenjataan , ’
/Keamanan
20 Turus Jalan 0% Pengantian 'I‘urusv . Seluruhnya
' o . ’ Jalan -~ . | (termasuk biaya
: L , ~ i ‘umum ,dll)
21 | Aktiva Tak 10% NIHIL SRR
7| Berwujud : :
0{ BUPATI
O\ ~Dr. Hj. RINA IRIANI S I RA'%NINGSIH,M.Hum.
TELAH DIKOORDINASIKAN
PEJABAT PARAF -

1. Sekrétaris Daerah 3

2. Asisten Administrasi

3. Kepala DPPKAD

X, | -
P
,///




